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ABSTRAK

Usman Hadi Saputro, 2021. Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi
Kepentingan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pasuruan pada Masa
Pandemi Covid-19, Skripsi Program Ilmu Politik Fakultas lImu Sosial dan limu
Politik Unversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : Partai Kebangkitan Bangsa, Artikulasi kepentingan, Agregasi
Kepentingan, Pandemi Covid-19

Penelitian ini dilatarbelalakangi menurunnya fungsi artikulasi dan agregasi
kepentingan partai politik, sebagai fungsi yang bersentuhan langsung dengan
aspirasi masyarakat. Keberadaan partai politik telah diatur dalam Undang-undang
No 2 Tahun 2011 sebagai organisasi yang memiliki fungsi artikulasi kepentingan,
agregasi kepentingan, pengendali konflik dan rekrutmen anggota. Dalam konteks
demokrasi peran partai sangat dibutuhkan dan sebagai perantara antara masyarakat
dan pemerintah. Akan tetapi, dalam konteks sekarang di masa pandemi peran partai
politik mulai memudar sebagai fungsinya karena hanya berfokus pada kekuasaan
dan pemerintahan dan rekrutmen anggota, sehingga proses artikulasi dan agregasi
kepentingan kurang mendapatkan perhatian bahkan tidak dijalankan. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian Kkualitatif dengan menggunakan teknik
pengumpulan data, observasi dan dokumentasi. Selain itu teknik pemelihan
informan menggunakan purposive sampling,

implementasi artikulasi dan agregasi kepentingan yang dijalankan oleh DPC
PKB Kabupaten Pasuruan telah menjalankan fungsi tersebut dengan jelas.
Artikulasi yang dijalankan oleh DPC PKB Kabupaten Pasuruan menggunakan
dengan tiga pendekatan yaitu ruang rakyat, ruang musyawarah, dan masa reses.
Adaupun, agregasi kepentingan untuk menindaklanjuti dengan melakukan rapat
koordinasi bidang disesuaikan dengan kebutuhan aspirasi yang disampaikan dan
evaluasi terhadap sistem agregasi kepentingan. proses artkulasi dan agregasi
kepentingan sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan kebijakan dengan serap
aspirasi masyarakat ataupun kelompok kepentingan, kedua fungsi tersebut sangat
melekat di dalam tubuh parti politik sebagai fungsi yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat. Selain itu, proses artikulasi dan agregasi kepentingan terdapat
faktor penghambat yaitu proses recofusing, sosialiasi program dan penjaringan
apirasi yang belum merata. Selain faktor penghambat aad faktor pendukung yaitu
meningkatnya dya nalar masyarakat, peran kyai dan ulama NU di masyarakat, pola
relasi DPC PKB dan Fraksi PKB dapat dikatakan dalam proses artikulasi dan
agregasi kepentingan merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh partai karena
untuk memenuhi kebutuhan atau aspirasi masyarakat dan kelompok kepentingan.
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ABSTRACT

Usman Hadi Saputro, 2021. Implementation of the Articulating and Aggregating
Functions of Interests of the DPC National Awakening Party of Pasuruan Regency
during the Covid-19 Pandemic, Thesis for the Political Science Program, Faculty
of Social and Political Sciences, State Islamic University of Sunan Ampel
Surabaya.

Keywords: National Awakening Party, Interest Articulation, Aggregation of
Interests and Covid-19 Pandemic

This research is motivated by the decline in the function of articulation and
aggregation of the interests of political parties, as a function that is in direct contact
with the aspirations of the community. The existence of political parties has been
regulated in Law No. 2 of 2011 as organizations that have the functions of interest
articulation, interest aggregation, conflict control and member recruitment. In the
context of democracy, the role of the party is very much needed and as an
intermediary between the community and the government. However, in the current
context during the pandemic, the role of political parties is starting to fade as their
function is only focused on power and government and the recruitment of members,
so that the process of articulation and aggregation of interests gets less attention and
is not even carried out. This study uses qualitative research methods using data
collection techniques, observation and documentation. In addition, the informant
selection technique uses purposive sampling

The implementation of the articulation and aggregation of interests carried out
by the DPC PKB Pasuruan Regency has carried out this function clearly. The
articulation carried out by the DPC PKB Pasuruan Regency uses three approaches,
namely the people's room, the deliberation room, and the recess period. Meanwhile,
the aggregation of interests to follow up by conducting field coordination meetings
IS adjusted to the needs of the aspirations submitted and evaluation of the interest
aggregation system. the process of articulation and aggregation of interests is very
much needed in the policy-making process by absorbing the aspirations of the
community or interest groups, both functions are very inherent in the body of
political parties as functions that are in direct contact with the community. In
addition, the process of articulation and aggregation of interests has inhibiting
factors, namely the recofusing process, program socialization and uneven aspiration
screening. In addition to the inhibiting factors, there are supporting factors, namely
the increasing power of public reasoning, the role of NU clerics and clerics in
society, the relationship pattern of the PKB DPC and the PKB faction can be said
in the process of articulation and aggregation of interests is a function that must be
carried out by the party because it is to meet the needs or aspirations of the
community and interest group
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuatan yang paling utama dalam sebuah negara demokrasi adalah bukan
terletak pada sebuah pemerintahan dan negaranya, melainkan pada kekuatan
warga negaranya sebagai pelaku dalam sebuah negara yang memiliki konsep
demokrasi. Maka tugas pokok demokrasi ialah mengembangkan dan
memaksimalkan sumber daya yang ada di masyarakat untuk menciptakan
perdamaian dan keadilan.® Untuk menjalankan sistem demokrasi yang baik
maka sebuah negara diperlukan adanya partai politik, dalam sebuah negara
demokrasi keberadaan partai politik adalah menjadi suatu keharusan dalam
upaya penyelenggaraan negara. Orientasi partai politik adalah suatu kegiatan
politik yang mensejahterakan masyarakat melalui kekuasaan secara
konstitusional, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh
sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan
anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.*

Politik sendiri adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh sebuah negara dalam
merebut mengelola dan mempertahankan kekuasaan dalam suatu negara
dengan melalui proses-proses panjang dan di dalamnya terdapat sebuah konflik
dan kerjasama yang dicapai.® Hal ini tentunya sudah menjadi keharusan partai
politik dalam perebutan kekuasaan di pemerintahan dan kepentingan
masyarakat, demokrasi menjadikan suatu dialog yang sangat menarik mulai
dari semua lapisan masyarakat hingga kelompok kepentingan dan menjadikan
sistem ini dijadikan sebuah alternatif dalam bernegara.® Demokrasi

memberikan ruang terhadap masyarakat bahwa sistem pemerintahan yang

3 Payerli Pasaribu, Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik, Jurnal limu
Pemerintahan dan Sosial Politik, Volume 5, Nomor. 1, 2017, HIm 52

4 https://jdih.kemenkeu.go.id/full Text/2002/31TAHUN2002UU.htm

® Rudi Salim, Pengantar llmu Politik, Yogyakarta: Graha IImu, 2013, HIm 69

® Nurmalina, “Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap
Kehidupan  Berdemokrasi Di Kabupaten Lebak”, (Skripsi), Fakutas Syari’ah dan Hukum, UIN
Jakarta, 2010. Him 40.


https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2002/31TAHUN2002UU.htm

mengutamakan kebebasan warga negara untuk menentukan hak dan
kewajibannya. dalam sebuah negara pentingnya di negara demokrasi tentunya
keberadaan partai politik menjadi salah satu faktor penting untuk menjadi
perantara di dalam sebuah negara antara masyarakat dan pemerintah,
permasalahan yang bersinggungan dengan negara, masyarakat berhak
menelisik Kkinerja dari pemerintah dan melihat hasil kinerja keseluruhan
pemerintahan mengharapkan adanya permasalahan di lapangan bisa
diminimalisir terlebih bisa diselesaikan tuntas melalui mekanisme yang ada.

Berdasarkan survei yang diselenggarakan oleh lembaga Survei Indikator
Politik pada per-tanggal 4-11 maret 2021, ada penilaian terhadap isu-isu politik
bangsa dari responden menyebutkan bahwa demokrasi merupakan sistem yang
efektif meskipun tidak sempurna dengan presentase (76,2%) akan tetapi
lembaga-lembaga lain yaitu seperti Kejaksaan 65%, DPR 56% dan yang
mendapatan nilai dengan yang lebih rendah yakni Partai Politik 54% dengan
hal ini dapat dikatakan menurunnya kepercayaan politik terhadap partai
politik.” Kebanyakan partai politik di Indonesia menganut sistem partai massa
atau partai catch-all daripada partai kader untuk fenomena sekarang,® dan
partai politik menganut sistem ini cenderung untuk memiliki kekuasaan dan
kepentingan tertentu, sehingga partai dianggap gagal sehingga publik kurang
percaya dengan keberadaan partai politik.

Hal itu juga didukung dengan tingkat kepuasan publik dalam menilai partai
politik berdasarkan survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia per-tanggal 28
Februari — 8 Maret 2021 diketahui bahwa ada beberapa faktor yang
menyebabkan kepuasan publik terhadap partai politik menurun di antaranya
partai politik bukan lembaga untuk penyaluran aspirasi publik, dan hanya untuk
kepentingan elit tertentu untuk penguasaan sumber daya di pemerintahan dan

partai kurang menjalankan proses proses yang berkaitan dengan rakyat.® Proses

7 https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/03/Rilis-Survei-Indikator 21-Maret-2021.pdf,
dikutip pada tanggal 10 Juli 2021pukul 08:30WIB

8 Muhamdam Labolo, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,Depok, PT.Raja
grafindo persada, 2015, HIm 29.

® Survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia, https://www.rmoljatim.id/2021/03/13/kepercayaan-
masyarakat-terhadap-parpol-sangat-rendah, dikutip pada tanggal 10 Juli 2021, Pukul 12:46 WIB.



https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/03/Rilis-Survei-Indikator_21-Maret-2021.pdf
https://www.rmoljatim.id/2021/03/13/kepercayaan-masyarakat-terhadap-parpol-sangat-rendah
https://www.rmoljatim.id/2021/03/13/kepercayaan-masyarakat-terhadap-parpol-sangat-rendah

fungsi di partai politik terutama pada artikulasi dan agregasi kepentingan yang
belum bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh partai politik
menjadikan fungsi ini menjadi kurang mendapatkan perhatian dengan baik.
Tujuan partai politik adalah menjembatani kepentingan-kepentingan tertentu
dan masyarakat untuk demi harapan dan kesejahteraan lapisan masyarakat.
Keberadaan partai politik telah diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia
No 2 Tahun 2011 tentang partai politik menekankan bahwa dalam rangka
menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai
dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai
politik.1°

Salah satu partai politik yang sangat populer di Kabupaten Pasuruan yaitu
DPC PKB Kabupaten Pasuruan merupakan partai yang lahir dari kesepakatan
ulama, kyai dan tokoh agama yang lainnya. Di Kabupaten Pasuruan sebagai
daerah yang memiliki basis NU terbesar di Jawa Timur menjadikan nilai
tambah serta sebagai mitra strategis dalam pembangunan di daerah dan
pedesaaan. Untuk DPC PKB Kabupaten Pasuruan, tentunya dengan hal ini bisa
memaksimalkan massa untuk berperan aktif dalam politik di Kabupaten
Pasuruan. Selain itu, PKB dalam pemerintahan mampu memenangkan
pemilihan di eksekutif dan legislatif, dengan hal ini menandakan kekuatan PKB
di Kabupaten Pasuruan sangat kuat dan mengakar dalam masyarakat
khususnya basis konstituen.

Berdasarkan hasil musyawarah cabang DPC PKB Kabupaten Pasuruan
yang dilaksanakan pada ahad/minggu 7 Maret 2021 di Graha Addakhil
kesekretariatan DPC PKB Kabupaten Pasuruan yang menjadi ciri khas dan
pembeda dari yang lain yaitu'!:

1. PKB Kabupaten Pasuruan sinergi yang kuat dengan Nahdaltul Ulama
yaitu PCNU Bangil dan PCNU Pasuruan sehingga hal ini menjadi

percontohan untuk pemerintah NU terbaik se-Indonesia.

10 Munandi Shaleh, Sistem Politik Indoenesia, Depok, Khalifah Mediatama, 2016, HIm 130.
11 Hasil LPJ Musyawah Cabang DPC PKB Kabupaten Pasuruan periode 2016-2021.



2. Fraksi PKB Kabupaten Pasuruan ikut terlibat langsung dan mensupport
penuh dalam upaya pembangunan Rumah sakit NU Pasuruan dengan
berupa pemotongan gaji setiap bulannya.

3. Bupati dan wakil bupati periode 2018-2023 dan Ketua DPRD Kabupaten
Pasuruan merupakan kader NU dan pengurus PKB.

Keistimewaan dan keunikan DPC PKB Kabupaten Pasuruan merupakan
hal yang sangat berarti dan penting untuk di kaji lebih jauh melihat perannya
yang begitu besar dengan struktur kepengurusan hingga tingkat desa dan
dusun. Militasi dari kader-kader tingkat desa ini menjadi tumpuan dan akar dari
sebuah proses politik terutama pada artikulasi dan agregasi kepentingan. Maka
tidak mengherankan DPC PKB Kabupaten Pasuruan memiliki basis massa
yang besar dan bisa mengendalikan mobilitas masyarakat untuk kepentingan
elektoral masyarakat secara luas yaitu berupa artikulasi dan agregasi
kepentingan. DPC PKB Kabupaten Pasuruan dengan bekerjasama dengan NU
hal yang sangat diwajibkan, melihat sejarah bahwa PKB dilahirkan dari NU
maka budaya untuk saling peduli dan sinergi harus tetap dijalankan dengan
berkelanjutan.

Pola komunikasi politik yang terkoordinasi dengan baik menjadi tolok
ukur keberhasilan dalam sebuah penyampaian pesan yang akan di sampaikan
berupa program program kerja partai. Pola relasi antara partai politik dan
masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam sistem demokrasi, di
setiap kebijakan terdapat pro dan kontra. sehingga hal ini, merupakan suatu
yang sangat wajar. Maka, partai politik yaitu pada fungsi ini yaitu
menjembatani  kepentingan tersebut berupa artikulasi dan agregasi
kepentingan. dapat dijelaskan DPC PKB Kabupaten Pasuruan memiliki sikap
politik dan rekomnadsi eksternal yaitu meminta agar mendorong pemerintah
Kabupaten Pasuruan untuk melakukan penataan dan pengawasan terhadap
aparaturnya guna meningkatkan kinerjanya serta memaksimalkan fungsi
layanan kepada masyarakat sebagai upaya berkelanjutan reformasi birokrasi

dan hasil Muysawarah Cabang agar dapat merumuskan mekanisme yang



efektif dan proporsional dalam rangka menjaga dinamika penyelenggaraan
pemerintahan guna mewujudkan good government dan clean governance.

Pada pertengahan bulan maret 2021 tepatnya indonesia mengonfirmasi
adanya pandemi covid-19 hal ini menjadikan indonesia melakukan
pembatasan-pemnbatasan terkait dengan kegiatan masyarakat. Maka
pemerintah perlu dan bijak dalam mengambil keputusan untuk warga
negaranya untuk kesalamtan dan kesehatan masyarakat keseluruhan.
Permasalahan yang sekarang ada di masyarakat pada masa pandemi sangat
beragam sehingga hal ini harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan
sebuah artikulasi dan agregasi kepentingan. Maka, untuk melaksanakan proses
tersebut tentunya harus diimbangi dengan implementasi berupa tuntutan yang
diusulkan dari masyarakat kepada partai politik. Pada masa pandemi covid-19
ini memberikan pukulan keras atau dampak terhadap pola kehidupan
masyarakat dan tuntutan yang diusulkan berharap dapat terwujud melalui partai
politik. Sulitnya masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan aspirasinya
untuk mendapatkan respon dari partai politik, kemampuan dalam menjalankan
artikulasi dan agregasi kepentingan dengan baik menjadi suatu modal partai
dalam meraih suara untuk pemilu 2024 di Kabupaten Pasuruan.

DPC PKB Kabupaten Pasuruan telah menetapkan strategi mutu dalam
menjangkau kepentingan kelompok tertentu ataupun masyarakat. Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pasuruan partai politik yang
mendapatkan dukungan besar dari berbagai elemen yang ada dengan memiliki
tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan fungsi komunikasi politik
berupa artikulasi dan agregasi kepentingan sebaik mungkin. Dalam sistem
politik yang demokratis pesan politik atau aspirasi politik masyarakat berupa
tuntutan (demand) dan dukungan (supporting) selalu diarahkan kepada
pemerintah, dan akan di salurkan oleh infrastruktur politik seperti PKB
bersama kelompok kepentingan, media dan aktor-aktor lainnya melalui fungsi
input terutama fungsi komunikasi politik.

Kepekaan yang tinggi ini dari PKB dilandasi dengan semangat perjuangan

untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan, dengan adanya fungsi tersebut



maka akan menjadikan perjuangan PKB terhadap harapan masyarakat bisa
terwujud. Adanya kolaborasi dengan fraksi sebagai mitra strategis di DPRD
Kabupaten Pasuruan dan mitra eksekutif yaitu Bupati dan Wakil Bupati di
Pasuruan sebagai kader yang potensial terhadap pembangunan di kabupaten
Pasuruan. Melihat kompleksitas permasalahan yang begitu beragam di
masyarakat partai politik di dorong terlibat aktif secara penuh di lingkungan
masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat atau kelompok
tertentu dengan segala prosedur yang ada. pandemi covid-19 ini dimaknai
sebagai tantantangan partai dan merupakan kewajiban PKB dalam
mengartikulasi dan agregasi kepentingan melalui gerakan gerakan yang ada
atau program kepada masyarakat. Keistimewaan PKB Kabupaten Pasuruan
yaitu mampu mengimplementasikan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan
dengan baik hal tersebut dapat terlihat dengan beberapa program dan sejauh ini
PKB merupakan partai terbesar di kabupaten pasuruan dan memiliki sumber
daya yang berkualitas sehingga akan menjadikan sebuah bentuk artikulasi dan
agregasi kepentingan menjadi seimbang di sisi lain PKB juga partai yang lahir
dari Nahdlatul Ulama mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah
di Kabupaten Pasuruan, di masa reformasi ini partai politik terbentuk untuk
mengembangkan demokrasi yang secara sportif dan berkualitas. *?

Melihat situasi yang sekarang di pandemi covid-19 yang menuntun PKB
untuk memiliki kepedulian yang tinggi mengingat kepercayaan masyarakar
terhadap partai politik masih cenderung rendah. Maka partai politik memiliki
kesempatan untuk membuktikan kinerjanya dalam pandangan persepsi publik
agar citra partai semakin meningkat di masyarakat dan membentuk polarisasi
masyarakat sesuai dengan konstiutennya, partai dituntut untuk memelihara
konstituennya dan menyerap aspirasi masyarakat secara keseluruhan guna
sebagai modal kedepannya ketika dalam persaingan pemilu maka konstituen
akan memberikan kepercayannya secara spontan. Partai politik punya peran

penting di tengah pandemi covid-19, salah satunya sebagai kontrol kebijakan

2 Munandi Shaleh, Sistem Politik Indoenesia, Depok, Khalifah Mediatama, 2016, HIm 130



dan regulasi yang diterapkan pemerintah dalam menekan persebaran covid-
19.13

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengamati dan menganalisis
implementasi DPC PKB Kabupaten Pasuruan. Alasan peneliti mengambil
judul ini adalah proses implementasi fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan
yang dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Pasuruan merupakan implementasi
yang nyata dilakukan dengan prosedur dan nilai nilai serta garis perjuangan
partai. Adaupun hal lain adalah dampak covid-19 terhadap keberlangsungan
masyarakat yang semakin memburuk di tengah ancaman pandemi covid-19
yang masih berlangsung hingga saat ini. Pembatasan-pembatasan yang
dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dan mencegah penularan covid-19
secara luas maka proses artikulasi dan agregasi kepentingan yang dijalankan
PKB mematuhi prosedur yang ada di masa pandemi covid-19. Dengan hal ini,
proses tersebut harus menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi sesuai
aturan pemerintah. Maka, peneliti melihat potensi PKB yang semakin besar
pengaruhnya agar hal tersebut politik bisa dikendalikan dan dikelola dengan
baik dengan judul “IMPLEMENTASI FUNGSI ARTIKULASI DAN
AGREGASI KEPENTINGAN DPC PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA KABUPATEN PASURUAN PADA MASA PANDEMI COVID-
19”

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah tersebut diatas dapat, dikembangkan pertanyaan sebagai
berikut:
1. Bagaimana proses implementasi fungsi artikulasi dan agregasi

kepentingan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pasuruan pada

masa pandemi covid-19?

13 Rizky Azhar, Mana peran parpol saat pandemi? Ini penjelasan politikus golkar,
https://fixindonesia.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-36571638/mana-peran-parpol-saat-
pandemi-ini-penjelasan-politikus-golkar, dikutip pada tanggal 24 oktober 2020, pukul 17:53.



https://fixindonesia.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-36571638/mana-peran-parpol-saat-pandemi-ini-penjelasan-politikus-golkar
https://fixindonesia.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-36571638/mana-peran-parpol-saat-pandemi-ini-penjelasan-politikus-golkar

2.

Apakah-faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi
fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan DPC Partai Kebangkitan

Bangsa Kabupaten Pasuruan pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara garis besar tujuan yang ingin di

capai dalam penelitian ini adalah

1.

Untuk menjelaskan proses implementasi fungsi artikulasi dan agregasi
kepentingan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pasuruan pada
masa pandemi covid-19.

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung
implementasi fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan DPC Partai

Kebangkitas Bangsa Kabupaten Pasuruan pada masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1.

Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk
menambah khasanah keilmuan dan ikut serta dalam pengembangan
pemikiran bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti tentang praktik
pelaksanan Partai Kebangkitan Bangsa DPC Kabupaten Pasuruan dalam
menampung artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat khususnya
pada masa pandemi covid-19 untuk memberikan kontribusi yang terbaik
terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Pasuruan.

Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan mampu menggali dan meningkatkan peran partai
Kebangkitan Bangsa DPC Kabupaten Pasuruan dalam upaya menyerap
aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan dan tuntuta. Penelitian
ini juga mengharapkan adanya rasa kepedulian partai politik melihat
perkembangan yang sangat kompleks di masyakarat dengan sangat aktif
untuk terjun ke lingkungan masyarakat.



E. Definisi Konseptual
1. Partai Politik

a) Menurut miriam budiarjo partai politik merupakan organisasi yang di
dalamnya memiliki sebuah kesepakatan dan harapan yang sama, tujuan
dari organisasi ini adalah bagaimana mendapatkan sebuah kekuasan,
mengelola kekuasaan sesuai dengan konstitusi.'*

b) Menurut Friedrich, partai politik merupakan sekelompok kumpulan
kelompok yang tergantung dalam sebuah organisasi politik dengan
memiliki tujuan yang sama dengan bagaimana kekuasaan dapat diraih
dan dipertahankan di suatu pemerintahan dengan memberikan manfaat
sebesar besarnya terhadap anggota partai.®

¢) Menurut Robert Huckson partai politik merupakan kelompok dari
sebuah warga negara yang memiliki sebuah tujuan dan berhak ikut
dalam sebuah pencalonan dan bersaing di pemilihan umum untuk suatu
kekuasaan di pemerintahan.*®

d) Partai politik merupakan sarana yang di perlukan untuk memperoleh
kekuasaaan dengan cara ikut serta dalam pemiliham umum sebagai
prasyarat yang legitim untuk memperoleh kekuasaan

e) Menurut Ramlan Surbakti partai politik merupakan sekelompok orang
yang terorganisir bertujuan untuk mencari pemufakatan dan
mempertahankan kekuasaaan pemilihan umum kebijakan alternatif
telah mereka siapkan. Kebijakan alternatif keseluruhan pengaturan ini
merupakan hasil dari berbagai investigasi kepentingan dalam
masyarakat, dan mencari perdamaian memiliki hak untuk menerapkan

kebijakan publik melalui pemilu dan sarana hukum lainnya.’

Dapat dilihat bahwa makna dari partai politik sangat luas dan dapat

disimpulkan bahwa partai politik merupakan suatu unsur yang terpenting

14 Muhamdam Labolo, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta, PT Raja
Grafindo Persada, 2015, HIm 1

15 Ramlan Surbakti, Memahami IImu Politik, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana, 1992, HIm 114

16 Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Partai Politik, Jakarta, Kencana, 2017, HIm 3

17 Ramlan Surbakti, Memahami IImu Politik, Jakarta, Pt Raja Grasindo, Jakarta, 1997, HIm 115.



dalam suatu negara demokrasi dengan tujuan untuk memperkuat sistem
demokrasi, maka diperlukan partai poliltik dan keberadaannya harus
dilindungi oleh undang-undang, fungsi partai politik diprioritaskan untuk
masyarakat dan kontribusi kepada pemerintah demi menghasilkan
kesejahteraan dan kebijakan yang tepat. Dalam hal ini melihat sejauh mana
peran partai politik terkait artikulasi dan kepentingan masyarakat,
mengingat masyarakat merupakan objek utama dalam pelaksanaan
demokrasi. Seiring dengan pergantian rezim maka dan perkembangannya
partai politik memiliki hubungan yang sangat besar untuk negara yang

memiiki prioritas untuk rakyat.8

Eksistensi partai akan menjadi menarik dan relevan ketika partai
melakukan penyerapan aspirasi secara menyeluruh dan bisa melaksanakan
sesuai dengan fungsinya. Tujuan umum dari peran partai adalah
terwujudnya sebuah cita cita dan harapan yang telah terlampir dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adaupun
tujuan yang memiliki sifat internal yaitu melindungi segenap bangsa
indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan
umum dan sifat eksternal melaksanakan ketertiban dunia.'® melihat konsep
dari peran partai memungkinkan untuk mengembalikan semangat
perubahan untuk bangsa dan negara dan menjadikan demokrasi indonesia
menjadi demokrasi yang memiliki kualitas unggul.

2. Artikulasi Kepentingan
a) Artikulasi kepentingan merupakan keinginan masyarakat untuk
menyampaikan aspirasi atau keluhan kepada pemerintah.?

18 Yusdiyanto, Telaah Rezim Partai Politik Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal llmu
Hukum, VVolume 7, Nomor 2, 2013, HIm 162

19 Pandri S.Itinoyo, Peran Partai Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari UU.
NO. 2 Tahun 2011, Jurnal Lex Privatum, VVolume 4, Nomor 3, 2016, HIm 130

20 Wery Gusmansyah, Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 4, Nomor
2, 2019, HIm 183
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b) Artikulasi kepentingan merupakan proses adaptasi terhadap berbagai
kebutuhan dan kepentingan melalui perwakilan kelompok di lembaga
legislatif sehingga kepentingan, persyaratan dan kebutuhan kelompok
dapat terwakili dan dilindungi dalam kebijakan pemerintah.?

c) Artikulasi kepentingan merupakan mengungkapkan kepentingan
politik secara jelas berarti mengkomunikasikan visi dan misi partai
kepada publik. 22

Artikulasi  kepentingan dalam masyarakat merupakan upaya
penyampaian dan apsirasi masyarakat terhadap partai. Maka hal ini
mendorong terjalin komunikasi yang kuat antara masyarakat, begitupun
penelitian ini mengartikulasikan kepentingan sebagai fungsi dari partai
politik, sebagai warga negara menyampaikan hak dan pengajuan
aspirasinya sehingga kelompok diwakilkan merasa terdukung. Artikulasi
kepentingan di indonesia yang dibawahi oleh partai politik memiliki
sejarah panjang hal itu akan bertambah dan berkembang karena
kepentingan masyarakat multidimensi karena dipengaruhi oleh waktu dan
situasi. Setiap sistem politik memiliki berbagai cara untuk melakukan
artikulasi kepentingan atau persyaratan yang diungkapkan oleh kelompok
kepentingan.? Artikulasi kepentingan yang disalurkan masyarakat ke
partai politik akan menjadi modal utama terkait usulan masyarakat agar
tersampaikan kepada partai politik dalam rangka memberikan kepuasan
terhadap kinerja partai politik yang ada. Maka artikulasi kepentingan di
sesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat yang ada agar dalam

pelaksanaannya dapat sesuai target dan semaksimal mungkin.

2L Olih Solihin, Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi PKS Kota Bandung Pada Pemilu 2009,
Jurnal Agregasi, Volume 6, Nomor 1, 2018, HIm 114.

22 Muhtar Haboddin, Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia, Malang, UB Press,
2016, HIm 56

23 Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia, Surabaya, Penerbit SIC kerjasama dengan LPM IKIP
Surabaya, 1998, HIm 75.
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3. Agregasi Kepentingan

a)

b)

d)

merupakan menyampaikan keinginan, ambisi, dan pendapat
masyarakat kepada pemegang hak atau pemegang hak yang
berwenang sehingga kebutuhan atau dukungan menjadi perhatian dan
bagian dari pengambilan keputusan politik. 24

merupakan memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat
yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan
kepada badan legislatif dan calon calon yang diajukan untuk jabatan
jabatan pemerintah mengadakan tawar menawar dengan kelompok-
kelompok kepentingan. 2°

merupakan cara menggabungkan persyaratan kelompok yang berbeda
ke dalam rencana pengambilan keputusan publik. Penghimpunan
kepentingan dilakukan dalam sistem politik. Sistem politik ini tidak
memungkinkan adanya persaingan partisan terbuka. 2

agregasi kepentingan merupakan proses kader kader diparlemen
bertanggung jawab untuk menentukan, mengumpulkan, memilih dan
merumuskan kepentingan yang telah dinyatakan secara jelas
(dipandu) ke dalam bahan perumusan kebijakan.?’

jadi dapat dikatakan bahwa agregasi kepentingan merupakan sebuah

agenda dari partai politik dari masyarakat dengan tujuan untuk

mendapatkan akses ke pemerintahan. melalui partai politik dan untuk

ditampung aspirasinya, dalam hal ini peran partai sangat dominan dalam

sebuah penyerapan aspirasi masyarakat sehingga memungkinkan mesin

partai akan bekerja maksimal. agregasi kepentingan menimbulkan sudut

pandang dan keinginan digabungkan dan diolah sehingga dapat

24 Munandi Shaleh, Sitem Politik Indonesia, Depok, Khalifah Mediatama, 2016, HIm 61.

% Ellya Rosana, Partai Politik dan Pembangunan Politik, Jurnal TAPIs, Volume 8, Nomor 1, 2012,
Him 145.
% Azies Bauw, Peranan Partai Politik Dalam Membangun Proses Demokrasi di Indonesia (Kajian
Undang-Undang 2 Tahun 2011, Legal Pluralism, VVolume 3, Nomor 1, 2013, HIm 48

27 QOlih Solihin, Fungsi dan Strategi Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam
Menghadapi Pemilu Legislatif 2009, (Studi Kasus pada DPDP PKS Kota Bandung), Jurnal
Common, Vol

ume 1, Nomor 1, 2017, HIm 76
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disederhanakan menjadi rumusan kebijakan yang menyesuaikan dengan
kepentingan yang lebih luas.

Proses dari agregasi ini akan melahirkan sebuah kebijakan dan program
baru untuk diwujudkan di masyarakat dengan adanya kerja sama partai
dengan anggota legislatif. Maka, suatu proses penyampaian kepentingan
dan aspirasi dapat berjalan semestinya. Dalam proses agregasi kepentingan
yang terjadi di masyarakat jika dukungan dan kebutuhan masyarakat besar
jumlahnya, tetapi memiliki kesamaan substansi, maka diperlukan proses
pengumpulan kepentingan. Perbedaan kepentingan dapat disesuaikan untuk

memperluas kepentingan semua secara terbuka?®

F. Sistematika Pembahasan
Untuk memperjelas dalam memahami penulisan ini, maka peneliti

memaparkan tentang sistematika pembahasan yang terdiri dari lim bab,
sebagai berikut
Bab | Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, definisi
konseptual dan sistematika pembahasan.
Bab Il Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori, Bab ini memuat uraian
tentang tinjaun pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan
terkait dengan tema skripsi.
Bab 11l Metode Penelitian, memuat secara rinci metode penelitian
penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis
penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data,
definisi konsep, dan variable, serta analisis data yang digunakan.
Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan, berisi (1) hasil penelitian,
klafisikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan

rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) pembahasan, Sub bahasan

28 Andreas Pandiagan, Pengatar IImu Politik, Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, 2017,
HIm 56

13



(1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub
bahasan tersendiri.

Bab V Penutup, Bab terakhir berisi kesimpulan dari permasalahan yang
telah dijelaskan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya dan di lanjutkan
dengan saran yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian,
mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak dengan

hasil penelitian yang bersangkutan.
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BAB Il
KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam
melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang
digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian
terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti
judul penelitian peneliti. Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian
sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan

penelitian yang dilakukan peneliti.

1. Jurnal yang berjudul Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Demokrasi
yang Santun dan Kesejahteraan Rakyat, Jurnal Sains dan Teknologi,
Volume 10 Nomor 3, Tahun 2011 oleh | Gede Made Metera. Partai Politik
merupakan salah satu ciri utama negara demokrasi, negara tanpa partai
politik tidak layak disebut demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem
pemerintahan yang paling populer di dunia, pada hakikatnya demokrasi
mampu mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraaan dan keadilan sosial
semua warga negara. Dengan proses artikulasi dan agregasi kepentingan
memungkinkan masyarakat dapat menikmati hasil dari sebuah kebijakan
publik, hak seorang warga negara untuk menyampaikan tuntutan atau
keinginan untuk dipenuhi oleh anggota legislatif melalui rapat paripurna.

Persamaan dalam peneltian ini menempatkan masyarakat sebagai
pihak yang memiliki kepentingan dengan menyampaikan aspirasi berupa
tuntutan yang di sesuaikan kebutuhan dari setiap masyarakat. Partai
memiliki ~ fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan untuk
memperjuangkan aspirasi masyarakat Partai Politik merupakan salah satu
ciri utama negara demokrasi, negara tanpa partai politik tidak layak disebut
demokrai. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang paling

populer di dunia. Pada hakikatnya demokrasi mampu mencapai tujuan
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negara yaitu kesejahteraaan dan keadilan sosial semua warga negara.
Dengan proses artikulasi dan agregasi kepentingan memungkinkan
masyarakat dapat menimkmati hasil dari sebuah kebijakan publik, hak
seorang warga negara untuk menyampaikan tuntutan atau keinginan untuk
dipenuhi oleh anggota legislatif melalui rapat paripurna.

. Jurnal yang berjudul Peran Partai Politik dalam Akomodasi Kepentingan
di Fraksi DPRD Kota Palangkaraya, 2, Jurnal Ilmu Sosial dan limu
Politik, Volume V Nomor Tahun 2018 oleh Margaretha Novi Kristiani.
Kepentingan partai di fraksi DPRD Kota Palangkaraya dijalankan oleh
fraksi DPRD Kota Palangkaraya yang terdiri dari 5 fraksi murni dan 1
fraksi koalisi yang tidak dapat sepenuhnya memenuhi keinginan rakyat.
Dalam menjalankan fungsi partai politik, masyarakat menerapkan dan
merumuskan kebijakan tentang bagaimana fraksi DPRD kota melakukan
penangguhan DPRD di 3 daerah pemilihan yang berbeda di wilayah Kota
Palangkaraya. Berdasarkan hasil kajian karena perbedaan prioritas antara
eksekutif dan legislatif, serta minimnya APBD kota Palangkaraya yang
hanya 1,1 triliun usulan perbaikan jalan tersebut belum bisa ditindaklanjuti
sepenuhnya.

Persamaan pada penelitian ini adalah menempatkan bahwa aspirasi
masyarakat yang ditampaung melalui artikulasi kepentingan sama sama di
perjuangan dengan melalui beberapa alur yakni artikulasi kepentingan,
agregasi kepentingan higga sampai implementasi serta evaluasi kebijakan
Partai Politik merupakan salah satu ciri utama negara demokrasi, negara
tanpa partai politik tidak layak disebut demokrai. Demokrasi adalah
sebuah sistem pemerintahan yang paling populer di dunia. Pada
hakikatnya demokrasi mampu mencapai tujuan negara Yyaitu
kesejahteraaan dan keadilan sosial semua warga negara. Dengan proses
artikulasi dan agregasi kepentingan memungkinkan masyarakat dapat
menikmati hasil dari sebuah kebijakan publik, hak seorang warga negaa
untuk menyampaikan tuntutan atau keinginan untuk dipenuhi oleh anggota

legislatif melalui rapat paripurna.
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3. Skripsi yang berjudul Optimalisasi Fungsi Partai Politik dalam

Penyerapan Aspirasi Masyarakat Sebagai Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Sumatera Utara oleh Muhammad Syukriza Aldi. Hasil

dari penelitian ini adalah aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan

peraturan daerah Sumatera Utara adalah penyusunan peraturan daerah

memiliki manfaat ke masyarakat sendiri karena keluhan dari masyarakat.

Upaya partai dalam menyerap aspirasi masyarakat pada proses

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sumatera Utara :

a. Perlu adanya peraturan teknik yang rinci tekait partisipasi
masyarakat.

b. Mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menampung
aspirasi masyarakat.

c. Meningkatkan sosialisasi raperda kepada masyarakat.

d. Meningkatkan animo masyarakat untuk berpartisipasi.

Penyerapan aspirasi masyarakat harus ada keseimbangan
keterbukaan dan kebebasan agar dalam penyampaian aspirasi dapat
tumbuh dengan baik. Dan hambatan yang yang ada adalah penyerapan
aspirasi masyarakat adalah harus dirapatkan kembali ke komisi untuk
mewujudkan menjadi sebuah peraturan. Persamaan dalam penelitian ini
adalah terdapat pula metode penelitian yang menggunakan metode
kualitatif deskriptif dengan sama-sama memiliki fokus penelitian
terhadap organisasi politik yaitu partai politik dan partai politik menjadi
pionir dalam memberikan kesempatannya untuk memberi wadah
masyarakat dalam menyampaiakan aspirasinya. Dalam penelitian
tersebut bahwa untuk cakupan partai yang disebutkan masih secara
umum tidak terlalu pada spesifik partai apa yang dalam menampung
aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan multitafsir partai yang

melakukan penjaringan keluhan dan kepentingan masyarakat

. Jurnal yang berjudul Peran dan Fungsi Partai Politik Islam Sebagai

Rumah Aspirasi Masyarakat, Jurnal Karsa Volume 22 Nomor 2 Tahun
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2014 oleh Nurul Azizah. Hasil dari penelitian ini peran fungsi dari partai
politik islam: sebagai penyerap aspirasi masyarakat dengan studi kasus
di DPW PPP Jatim adaupun pelaksanaan fungsi partai dalam penyerapan
aspirasi sebagai berikut:Implementasi kebijakan di DPW PPP Jawa
Timur. Kebijakan DPW PPP Jawa timur perlu dilakukan pemetaan dan
merumuskan rencana strategis dalam implemetasi kebijakan.
Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan
tujuan

Kebijakan dipahami oleh masing masing pengurus harian di
lingkungan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan
Jawa Timur. Aktualisasi fungsi komunikasi politik di DPW PPP Jawa
Timur Mengartikulasikan fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat,
peneliti hanya mengambil beberapa bentuk program kerja sebagai sarana
penjaringan dan penyalur aspirasi. Peningkatan peran dan partisipasi
DPW PPP Jawa Timur baik secara internal maupun eksternal dengan
tujuan meningkatkan daya tawar Partai Persatuan Pembangunan melalui
peran nyata organisasi di tengah tengah masyarakat.

Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pula metode
penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dan Undang-Undang
No 2/2008 dalam mengkaktualisasikan fungsinya sebagai sarana
penyalur dan aspirasi masyarakat melakukan sebuah strategi untuk
menjembatani kepentingan masyarakat adalah fungsi partai dalam
sebuah AD/ART partai politik. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan
pada peneltiain ini Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan
Wilayah (DPW PPP) Jawa Timur melakukan sebuah strategi dalam
memberikan wadah terhadap masyarakat dan cakupannya juga berbeda
dikarenakan penelitian ini memusatkan pada ruang lingkup Propinsi
Jawa Timur sedangkan peneltian yang akan dilakukan di Kabupaten
Pasuruan.

. Jurnal yang berjudul Kontribusi Partai Politik di Tengah Pandemi Covid-
19 di Kabupaten Gowa Jurnal VVox Populi . Volume 3 Nomor 1 53-59.
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ISSN 2087-3360 oleh Ramlah. Hasil dari penelitian ini bahwa dengan
adanya pandemi covid-19 di Kabupaten Gowa membuat masyarakat
mengalami sebuah permasalahan yang baru, sehingga hal ini
menyebabkan struktur sosial masyarakayat menjadi tidak terkendali
khusunya di bidang sosial dan ekonomi. kontribusi partai politik pada
saat pandemi sanagat di butuhkan terutama untuk pencegahan covi-19
seperti masker, dan hand sanitizer. akan tetapi, melihat perkembangan
dan tindak lanjut dari partai politik di kabupaten gowa masih minim
sumbangsih terkait pada masa pandemi covid-19.

Terkait hal ini setiap partai politik yang ada seharusnya dapat
memanfaatkan kesempatan emas di saat masyarakat mengalami
kesulitan akibat pandemi covid-19 untuk membuktikan bahwa komitmen
serta kepedulian mereka terhadap suara rakyat jelas dan nyata.Persamaan
dalam penelitian ini adalah terdapat pula metode penelitian yang
menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menitikberatkan pada
kontribusi partai politik dalam memberikan peranannya yang sesuai
fungsinya, situasi pandemi mengubah tatanan sosial dan ekonomi
masyarakat sehingga peranan partai sangat di butuhkan dalam sebuah
kondisi di massa covid-19.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu organisasi politik yang
dalam penelitian ini partai politik hanya sebatas dalam pmeberian
sembako, hand sanitizer dan tidak mencakup pada peranan untuk
menjembatani pada kepentingan dan pengatur konflik di masyarakat.
Menjembatani kepentingan masyarakat sangat diperlukan dalam kondisi
pandemi covid-19 sehingga cakupan kontribusi pada penelitian yang
dilakukan mencakup aspek sosial, ekonomi dan kesehatan.

. Skripsi dengan judul Fungsi Partai Persatuan Pembangunan dalam
menerima Aspirasi Masyarakat Muslim Di Kabuparen Labuhan Batu
(Analisis Terhadap Undang-Undang Partai Politik No 2 Tahun 2011)
oleh Thsan Hamdi Armaoyuda Sir. Partai Persatuan Pembangunan adalah

partai politik yang sudah memiliki pengalaman panjang dalam
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menghadapi pemilihan umum. Partai ini juga adalah partai yang sangat
siap menghadapi perubahan sistem politik maupun kepemiluan di
indonesia. Partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai
pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu, partai politik harus
mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya (dan
masyarakat luas) untuk sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga
negara.

Proses tersebut dinamakan sosialiasi politik, yang wujud nyatanya

dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus, kader, seminar dan lain-
lain. Lebih lanjut, sosialisasi politik dapat pula diartikan sebagai usaha
untuk memasyarakatkan ide, visi dan kebijakan strategis partai politik
kepada konstituen agar mendapatkan feedback berupa dukungan
masyarakat luas. Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pula
metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif, Partai Persatuan
Pembangunan DPW Jawa Timur yakni yang bertujuan untuk menerima
aspirasi dari masyarakat sehingga. Hasil penelitian ini bahwa partai
politik memegang peranan penuh dalam menyerap aspirasi masyarakat
dengan tujuan untuk kepentingan sekitar akan tetapi adanya perbedaan
dengan penelitian yang akan di teliti terletak pada penyerapan apsirai dan
artikulasi kepentingan mayarakat secara luas.
. Skrispi dengan judul Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Perdamaian
di Naggroe Aceh Darussalam oleh Fattaqun. Hasil dari penelitian ini
adalah Partai aceh adalah bagian dari kompromi politik dengan pihak
gerakan aceh merdeka dalam rangka menghasilkan perdamaian di
propinsi tersebut dengan adanya persetujuan gerakan aceh merdeka
untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan mereka
di bawah payung negara kesatuan Republik Indonesia Keberhasilan
mencapai langkah kompromi tersebut patut dihargai mengingat
penderitaan dihargai mengingat penderitaan rakyat aceh akibat
kekerasan bersenjata yang terjadi selama puluhan tahun.
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Oleh karena itu, langkah-langkah kompromi yang mempertahankan
negara kesatuan republik indonesia dan menjaga nama baik Republik
Indonesia dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam penyelesaian
konflik Aceh. Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pula
metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif, melihat fungsi
partai politik adalah sebagai sarana untuk pengatur konflik di
masyarakat, menimalisir dana menemuakn titik temu memberikan
keuntungan dan tidak adanya kerugian. Maka sangat berkwajiban sekali
sebagai fungsi partai politik sebagai pengatur konflik. Hasil peneliian ini
adalah bahwa peranan partai hanya berfokus pada pengatur konflik dan
kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat dan proses pelembagaan
masih belum di temukan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan
terkait peran partai politik melihat sebagaimana besar partai berperan
besar dalam penyampaian aspirasi dan pengatur konflik di masa pandemi
covid-19

Dalam penelitian ini dapat dijelaskan terdapat beberapa perbedaan secara
general dalam rangka untuk mengembangkan keilmuan dan refrensi peneliti.
Dalam penelitian terdahulu ini yaitu pada proses artikulasi dan agregasi
kepentingan adanya wadah yang kurang efektif dalam menampung dan
menjaring aspirasi masyarakat dan sehinga proses tersebut kurang maksimal
dan pendekatan yang dilakukan untuk penjaringan aspirasi masih kurang
makismal. Untuk penelitian ini yang membedakan dengan yang lainnya
adalah penelitian ini menitikberatkan pada proses artikulasi kepentingan dari
akar rumput hingg pada proses tindak lanjut yaitu agregasi kepentingan,
artikulasi yang dijalankan DPC PKB Pasuruan memiliki strategi yang efektif
dalam menjaring aspirasi sehingga proses jaring aspirasi akan memungkinkan
membuahkan hasil yang bagus. Untuk agregasi kepentingan ini DPC PKB
Kabupaten pasuruan selalu berkomunikasi dan menjalin sinergitas dengan
Fraksi PKB di DPRD Kabupaten untuk memperjuangkan kepentingan

masyarakat atau kelompok tertentu.

21



B. Kerangka Teori
Adaupun teori yang akan digunakan dalam menganalisa fenomena yang
akan di teliti oleh peneliti adalah Teori Komunikasi Politik
1. Teori Komunikasi Politik
Komunikasi politik merupakan penyampaian informasi mengenai
politik dari pemerintah kepada masyarakat. Menurut Harold D.
Lassweel ada beberapa unsur-unsur dalam proes komunikasi politik
diantaranya:?°
a) Komunikator Politik (Who)
Seorang komunikator merupakan orang yang menyampaikan suatu
pesan yang memuat pesan pesan politik sehingga mencapai sebuah
apa yang di harapkan. Peran komunikator dalam hal ini sangat
strategis yang mampu membuat oponi publik meskipun pesannya
adalah proses negosiasi yang membangun sebuah konsesus di
semua pihak-pihak yang berkaitan. Komunikator dalam hal ini bisa
dilakukan oleh perseorangan atau dalam skala besar yang berkaitan
dengan organisasi politik atau instansi pemerintahan.
b) Pesan (Says What)
Dalam proses ini komunkator melalukan pemberian sesuatu yaitu
pesan yang dapat disampikan dalam beberapa hal atau sesuatu,
pesan tersebut dapat dikategorikan tertulis atau tersirat, verbal atau
non verbal langsung atau tidak langsung pesan pesan yang
disampaikan mengandung unsur politik dengan beberapa
pertimbangan yang ada untuk disampaikan kepadada khalyak
umum.
c) Saluran Media (In Which Channel)
Unsur ini adalah menyangkut dalam hal media apa yang digunakan
untuk menyampaikan pesan tersebut. Tanpa adanya media yang

disalurkan komunikasi tidak akan tercapai dengan maksimal,

29 Wiryanto, Pengantar llmu Komunikasi, Jakarta, Grasindo, 2004, HIm 70.
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media yang digunakan tergantung dari komunikator sehingga
media yang digunakane efektif terhadap penyaluran pesan tersebut
kepada penerima.

d) Penerima (Whom)
Terkait dengan pesan yang disampaikan yang menyangkut menjadi
sasaran dari pesan yang dari komunikator. Masyarakat merupakan
bagian dari kelompok penerima pesan yang disalurkan oleh
komunikator. Masyarakat menjadi target dari komunikator maka
dari itu sagat penting pesan tersebut tersampaiakan kepada
masyarakat

e) Efek atau akibat (With What Effect)
Efek dari komunikator adalah berhasil atau tidaknya proses
komunikasi politik melalui pesan pesan yang disampikan oleh
komunikator, jika pesan tersebut ada keberhasilan maka pesan
tersebut dapat dikatakan berhasil jika tidak maka harus ada prose

evaluasi dalam penyampaian pesan pesan tersebut .

Komunikasi politik yang dijalankan oleh DPC PKB Kabupaten
Pasuruan sebagai organisasi politik yang memiliki fungsi yang
menyesuaikan dengan penelitian ini adalah artikulasi dan agregasi
kepentingan. proses komunikasi politik yang dijalankan PKB dengan
menyampaikan program program yang telah di susun baik yang
merupakan dari aspirasi masyarakat atau program dari PKB sendiri.
Dengan memanfaatkan media media yang ada yaitu media elektronik,
media sosial yang turut memudahkan para kader kader dalam
menyebarluaskan program tersebut ke masyarakat untuk dapat
dipahami bahwa PKB menunjukkan eksistensinya sebagai partai yang
memiliki program berkualitas dan mempunyai kepentingan yang kuat
untuk memperjuangkan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian efek
yang didapat dari penyaluran dan menyampaikan program tersebut
dapat diketahui apakah efek tersebut bisa membuahkan keberhasilan

atau tidak berhasil.
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2. Konsep Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Artikulasi merupakan kemampuan partai politik dalam menyerap
aspirasi yang ada di masyarakat yang sifatnya masih umum atau harus
di akomodasi dalam partai politik untuk menjadi sebuah kepentingan
yang sama.®® Bahwa proses artikulasi kepentingan merupakan fungsi
partai politik yang besentuhan langsung dengan masyarakat sehingga
proses ini sangat penting dalam partai politik. Kepentingan di
masyarakat pada masa pandemi covid-19 sangat beragam, adanya
kepentingan-kepentingan tersebut maka partai politik memiliki
kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi tersebut atau kepentingan
dengan harapan agar aspirasi dapat terwujud dengan baik. Keberadaan
partai politik dalam negara demokrasi memberikan kemudahan bagi
masyarakat dan penyaluran aspirasi politik terhadap agenda-agenda
tertentu dengan mempertimbangkan aspek aspek yang ada. Peranan
yang penting dalam partai politik mampu membawa perubahan kedepan
dengan semangat yang lebih baik aspirasi mampu di lanjutkan untuk
kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Artikulasi membahas bagaimana proses atau mekanisme yang
dijalankan oleh masyarakat umum lainnya dan kelompok kepentingan
maupun oleh DPC PKB Kabupaten Pasuruan. PKB berusaha membuka
selebar lebarnya kepada masyarakat dan mengharapkan turut aktif
dalam proses politik melalui PKB. Artikulasi kepentingan yang
dijalankan oleh DPC PKB Kabupaten Pasuruan merupakan fungsi
sebagai partai yang memiliki kepedulian yang penuh terhadap
masyarakat. Pada masa pandemi covid-19 ini merupakan tantangan
untuk PKB dalam menjembatani kepentingan masyarakat secara luas,
dimana kebutuhan dan aspirasi bermunculan dengan seiringnya
keinginan masyarakat yaitu aspirasi yang dijalankan. Maka, untuk

melancarkan sinergitas antar kader DPC PKB Kabupaten Pasuruan

30 Ramlan Surbakti, Memahami IImu Politik, Jakarta, Pt Raja Grasindo, Jakarta, 1997, HIm 117
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memperjuangkan penuh hak-hak masyarakat yang belum tercover
pemerintah untuk mencapai kepuasan masyarakat.

Selain masyarakat kelompok kepentingan juga dapat menyalurkan
kepentingan kepada partai politik yaitu PKB untuk memperjuangkan
aspirasinya untuk kebutuhan kepentingannya. dengan konsep apa yang
sesuai dengan artikulasi kepentingan yang ada. Proses ini sebagai wujud
kepedulian partai terhadap masyarakat untuk memperbaiki sistem atau
kebijakan publik yang kurang memuaskan di masyarakat. Penyerapan
aspirasi yang dijalankan akan melahirkan sebuah usulan dan perbaikan
kebijakan yang tidak sesuai apa yang diharapkan masyarkat. Maka, dari
itu kepekaan PKB dalam memberikan wadah untuk artikulasi
kepentingan harus dijalankan dengan berkelanjutan. Pada fungsi ini
juga peranan partai politik harus meningkatkan kualitasnya dalam
menyerap aspirasi masyarakat tentunya artikulasi kepetingan yang
ditampung harus di imbangi dengan peningkatan sumber daya manusia
di dalam internal DPC PKB Kabupaten Pasuruan. Maka konsep
artikulasi kepentingan menjadi faktor penting dalam penentu terkait
dengan proses penyerapan apirasi masyarakat dan kelompok
kepentingan.

Agregasi kepentingan merupakan kepentingan dari banyak pendapat
dan aspirasi tersebut kemudian digabungkan dan diolah sedemikian rupa
untuk selanjutnya dapat diturunkan menjadi rumusan-rumusan
kebijakan yang mengakomodir kepentingan lebih luas.®® Konsep
agregasi kepentingan merupakan kelanjutan dari artikulasi kepentingan
dimana kepentingan tersebut untuk diperjuangakan di parlemen sesuai
dengan prosedur yang ada. Pada proses ini menggambarkan peran partai
untuk menindaklanjuti usulan aspirasi yang di serap dengan
mengagendakan di rapat parripuerna untuk menjadi sebuah kebijakan

yang di inginkan.

$1Anung, Pramono, Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi. Jakarta: PT Gramedia. 2013,
HIm 67
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Sejatinya kegiatan atau fungsi ini memberikan peluang dan jalan
untuk membuat pengambilan kebijjakan yang paling tepat untuk
masyarakat. Namun jika dilihat dari proses agregasi kepenetingan yang
dijalankan oleh DPC PKB Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan cukup
efektif dan maksimal. Partai politik sangat mempengaruhi dalam proses
kebijakan pemerintah dengan melalui fraksi partai yang menjadi bagian
dalam badan legislatif, setiap partai membawa aspirasi masyarakat
untuk di perjuangkan dan di sahkan menjadu suatu produk hukum untuk
memenuhi  kebutuhan masyarakat. Diharapkan aspirasi yang
dikonversikan atau digabungkan tidak menimbulkan kerancuan atau
membebani masyarakat. Dalam proses agregasi ini tentunya partai
politik dan fraksi partai harus bersinergi dalam memgawal dan
melaksanakan proses agregasi kepentingan, agar muncul kesepahaman
dalam pelaksanannya.

Kunci dari keberhasilan aspirasi yang diserap adalah melalui
agregasi kepentingan kepentingan yang diserap partai politik. Fraksi
PKB dalam menampung aspirasi masyarakat ataupun kelompok
kepentingan yaitu melihat permasalan yang sangat dibutuhkan. Di masa
pandemi covid -19 berbagai macam permasalah yang sangat kompleks
bermuncualan maka dari tugas fraksi menlajutkan aspirasi dari partai
politik untuk ditindak lanjut di rapat paripurna. Untuk selama ini DPC
PKB Kabupaten Pasuruan dan fraksi PKB melakukan agregasi
kepentingan dengan memperhatikan situasi dan kebutuhan yang
dianggap paling masuk daftar prioritas kebijakan yang akan di

implementasikan di masyarakat.
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dan perilaku yang dapat diamati.
Oleh karena itu, Bogdan dan Gua frankel mengemukakan bahwa penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji kualitas hubungan dan
aktivitas situasional.®> Penelitian kualitatif juga biasanya disebut sebagai
penelitian yang cenderung mengabungkan analisis dan induksi.®® Penelitian
ini berjenis kualitatif dengan varian pendekatan studi kasus. Dalam
penelitian ini mengklarifikasi suatu kejadian sosial dengan mendeskripsikan
beberapa variabel yang berkenaan dengan masalah yang akan di teliti.
Sugiyono berpendapat bahwa penelitian penelitian kualitatif adalah sebuah
metode dengan meletakkan filsafat post positivisme sebagai landasan
utama.

Sebagai kajian untuk meneliti obyek yang alamiah, kunci dari sebuah
penelitian kualitatif adalah peneliti, untuk teknik pengumpulan data teknik
pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi, analisis data yang di
berikan bersifat induktif dan kualitatif, dan dari hasil yang di peroleh
dengan menggunakan metode ini lebih mengarah ke subtansi daripada ke
generalisasi.®* dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus
dimana penelitian studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang
itensif, terperinci dan mendalam untuk rencana, acara dan kegiatan baik
pada tingkat individu, kelompok orang, lembaga atau organisasi, untuk

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peristiwva umumnya

32 Raco, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Gramedia, 2010 HIm 26.
33 Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Takalar, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019,

HIm 6

3 Albi anggito, dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sukabumi, CV Jejak, 2018, HIm 8.
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peristiwa yang dipilih, yang disebut sebagai kasus. ** dapat ditemukan juga
bahwa entitas atau fenomena tunggal dari kualitas dan aktivitas tertentu bisa
berupa program, peristiwa, proses kelembagaan atau kelompok sosial, dan
berbagai prosedur pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan

informasi terperinci kasus tersebut.®

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu
penelitian, dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi sesuai dengan
judul yaitu di ruang lingkup DPC Partai Kebangkitan Bangsa JI. Raya
Raci Getas, Bendungan, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.
Adaupun beberapa alasan yang dipilih peneliti dalam pemilihan lokasi
penelitian yaitu : pertama partai kebangkitan bangsa memiliki jumlah
kursi 15 di DPRD Kabupaten Pasuruan sehingga proses artikulasi dan
agregasi kepentingan sangat besar untuk proses tersebut dapat terwujud
dan sesuai rencana dengan pembuatan regulasi yang sesuai. kedua
partai kebangkitan bangsa memberikan kontribusi besar dalam upaya
mengoptimalkan fungsi partai dan memberikan kontribusi terhadap
masyarakat di masa pandemi covid-19 yang memberikan dampak
sosial, ekonomi, kesehatan maupun psikologis di wilayah kabupaten
pasuruan. ketiga adanya unsur keterjangkauan lokasi peneliti dari segi
tenaga, biaya maupun efisiensi waktu.
2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kurang lebih dalam 6 (enam) bulan terhitung
dari bulan Februari 2021 s/d Juli 2021

% Mudjia Rahardjo, Studi Kasus Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya,
http://repository.uin-malang.ac.id/1104/, diakses pada tanggal 29 Desember 2020, Pukul 12:56
WIB.

3% H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, CV Pustaka
Setia, 2012, HIm 53.
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C. Pemilihan Subyek Penelitian
Subyek penelitian merupakan orang atau responden yang mengerti dan
memahami tentang situasi yang terjadi dan memberikan keterangan berupa
informasi tentang fenomena yang terkait dengan penelitian ini. Penentuan
subyek penelitian yaitu menggunakan purposive sampling untuk
menentukan informan dengan pertimbangan dan penentuan secara matang,
untuk memberikan data secara maksimal dan komprehensif.®’. Adaupun
subjek yang menjadi sasaran untuk pengamatan atau infrorman pada
penelitian ini meliputi kriteria subjek penelitian sebagai berikut :
a) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Pasuruan
Pemilihan informan ini didasarkan atas penyampaian aspirasi dan
kepentingan masyakarat yang berbagai permasalahan, fraksi memilki
fungsi sebagai wadah dari anggota partai politik untuk menyesuaikan
pendapat dari berbagai aspirasi sesuai dengan prinsip utama dalam
pengambilan keputusan dalam konstitusi yaitu asas musyawarah
mufakat. Sebagai Fraksi PKB memperjuangkan penuh asapirasi melalui
partai yang diajukan oleh masayarakat sehingga fraksi bisa ke tahap
selanjutnya agar menjadi Perarturan Daerah (Perda) atau kebijakan.
b) Pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa Pasuruan
Pemilihan informan ini di kantor Partai Kebangkitan Bangsa DPC
Pasuruan sebagai penampung aspirasi dan kepentingan masyarakat
sehingga wakil sekretariss memiliki fungsi strategis dalam sebuah
partai yang memiliki akses untuk komunikasi dengan masyarakat. Dan
sebagai wakil sekretaris memberikan arahan dan menjadi kunci utama
dalam upaya penyampaian terhadap fraksi melalui koordinasi yang
sesuai dengan AD/ART. Dengan menyampaiakn tuntutan masyarakat
yang kemudian untuk diusulkan kepada pemangku kebijakan atau

pemangku kepentingan di lembaga legislatif.

37 Suharsimi dan Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Jakarta Rineka Cipta, 2006,
Him 28
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c)

d)

Anggota DPC Partai Kebangkitan Bangsa Pasuruan

Pemilihan informan didasarkan pada subyek sebagai bagian dari fraksi,
keaktifan anggota fraksi merupakan sebuah tugas dari anggota adalah
menyusuri dan menelisisik permasalahan yang terjadi di masyarakat
sehingga anggota tidak menunggu dari masyarakat. Akan tetapi
langung ke masyarakat agar permasalahannya dapat diselesaikan.
Melalui koordinasi dengan DPAC, DPRt, DPARt memungkinkan
proses artikulasi akan menjangkau ke masyrakat dengan mengerahkan
sumber daya yang ada di DPC PKB Pasuruan.

Masyarakat Pasuruan

Pemilihan informan ini didasarkan pada masyarakat yang
mempresentasikan pada kelompok tertentu atau masyarakat itu sendiri,
setiap masyarakat berhak menyuarakan pendapatnya untuk
mendapatkan pelayanan yang semaksimal mungkin, sehingga dalam
proses penjaringan aspirasi masyarakat memiliki kesempatan untuk
menyampaikan aspirasinya baik melalui DPC PKB Kabupaten
Pasuruan, Fraksi-PKB di DPRD atau ketika masa reses anggota Fraksi
PKB.

Tabel 3.1
Nama Informan Penelitian Fraksi PKB DPRD Kabupaten
Pasuruan
Nama Jabatan

H.M. Shobih Asrori | Pimpinan  Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa DPRD Kabupaten Pasuruan dan
Anggota Komisi Il Bidang Pembangunan.
Drs. H. Abd. Rouf Anggota Fraksi PKB Pasuruan, Anggota

Komisi IV Bidang kesejahtraan sosial,
pendidikan, dan kesehatan.
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Rudi Hartono

PKB dan Sekretaris

Bidang Perekonomian dan

Sekretaris Fraksi
Komisi I

Keuangan

Sumber : Hasil Musyawarah Cabang 2021-2026

Tabel 3.2
Nama Informan Penelitian Pengurus DPC PKB Kabupaten
Pasuruan
Nama Jabatan
M. Arif Rachman | Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz dan
Hakim, S.Pd.I Kepala Kantor DPC PKB Pasuruan
Muchammad Wakil Sekretaris DPC PKB Pasuruan
Rochim, S.Pd.

Muhammad Hasan

Kepala Staff DPC PKB Pasuruan

Sumber : Hasil Musyawarah Cabang 2021-2026

Tabel 3.3
Nama Informan Penelitian Masyarakat Konstituen
Nama Jabatan
M. Azzam Maliq Masyarakat, Dusun Latek Kecamatan
Bangil
Imam Ghozali Masyarakat, Dusun Ngerong, Kecamatan
Gempol
Adytia Prasetyo Masyarakat, Desa Gunung Gangsir

Kecamatan Beji

Sumber : Hasil Musyawarah Cabang 2021-2026
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D. Tahap-tahap penelitian
Dalam penelitia ini disusun agar pelaksanaannya terarah dan sistematis.
Menurut Lexy Moleong proses penelitin dan pelaksananya dibagi menjadi
empat tahapan sebagai berikut:%
1. Tahap pra lapangan
Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala kantor
DPC PKB Pasuruan, tentang artikulasi dan agregasi kepentingan PKB
dimasa pandemi covid-19, impelementasi kedua fungsi tersebut sudah
dijalankan dengan proses prosedur yang ada sehingga dimasa pandemi
covid-19 ini memberikan tantangan yang luar biasa dan DPC PKB
Pasuruan melalui kader-kadernya turut ikut aktif membantu pemerintah
dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan covid-19.
Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian
yang meliputi garis besar, metode penelitian yang diguakan dalam
melakukan penelitian. Tahap pra lapangan ini dilakukan selama bulan
Februari-Maret 2021.
2. Tahap Lapangan
Dalam penelitian ini peneliti memasuki dan memahami latar
peneliti dalam rangka pengumpulan data. Tahap ini dilaksanakan
selama Maret-Mei 2021.
3. Tahap Analisis Data
Tahapan yang selanjutnya dalan penelitian ini adalah analisis data,
peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data
kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh
sebelumnya. Selain itu, peneliti juga menempuh triangulasi data yang
diperbandingkan dengan teori kepustakaan.tahap analisis dara

dilakukan selama bulan Mei-Juni 2021.
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4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan
Pada tahap ini peneliti berusahan melakukan konsultasi dan
bimbingan dengan dosen pembimbing yang telah di tentukan selama
kurun waktu Juni-Juli 2021.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Observasi
Observasi merupakan melakukan sebuah pengamatan dan

pencatatan terhadap sebuah fenomena yang terjadi dengan secara
sistematis dari satu atau lebih elemen gejala yang muncul pada objek
penelitian.®® Tujuan observasi adalah mendeskripsikan lingkungan
yang diteliti, aktivitas yang terjadi, orang-orang yang terlibat dalam
aktivitas tersebut, dan makna kejadian dari sudut pandang mereka dari
kejadian yang diamati. Dalam penelitian ini menggunakan teknik
observasi non partisipan, teknik ini pengamat tidak berpartisipasi
dalam kehidupan yang diamati, tetap diposisikan sebagai pengamat
sendiri. Dalam hal ini, pengamat hanya berperan sebagai pendengar
dan tidah harus langsung masuk ke lapangan.

Alat bantu instrumen observasi dapat menjadi faktor pendukung
dalam teknik observasi di lapangan diantaranya alat bantu yang bisa
digunakan observasi yaitu*:

a) Catatan berkala merupakan catatan yang dibuat pada waktu
tertentu.

b) Alat perekam mekanis dapat digunakan sebagai alat batntu dalam
kegiatan observasi, seperti perekam audio, perekam video, dan
kamera sehinggan diperoleh gambaran yang jelas dari kegiatan

tingkah laku yang dilakukan oleh pengamat.

39 H.Afifuddin, dkk, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, CV Pustaka Setia, 2012, HIm 134
40 Susilo Rahardjo dan Gudnanato, Pemahaman Individu Teknik Nontes, Jakarta, Kencana, 2013,
HIm 52
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2. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menanyakan
langsung kepada narasumber. Dalam wawancara, pengendali utama
adalah peneliti/pewawancara dan pihak yang di wawancarai. Peneliti
harus memperkenalkan diri kepada yang diwawancari dan
menyampaikan maksud dilakukannya wawancara tersebut, agar pihak
yang di wawancari tidak khawatir dan memiliki motivasi untuk
menanggapi peneliti.**Dalam bukunya Jonathan Sarwono yang
berjudul Metode Kuantitatif dan Kualitatif ada beberapa jenis
wawancara, tetapi yang diguakan dalam penelitian ini memakai metode
wawancara mendalam dengan penjelasan sebagai berikut :#?
a) Wawancara mendalam
Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dalam proses pengalian
atau mencari keterangan data, untuk tujuan penelitian
menggunakan alat yang dinamakan interview guide (Panduan
wawancara) dengan cara bertatap muka antara si penanya dengan
penjawab. Metode ini dipakai untuk mencari informasi dari partai
kebangkitan bangsa sebagai fungsi partai politik artikulasi
kepentingan dan agregasi kepentingan pada masa pandemi covid-
19. Teknik wawwancara yang dilakukan peneliti adalah Indepth
Interview mendalam. Alat bantu instrumen wawancara dapat
menjadi alat untuk pelaksanaan wawancara oleh peneliti
diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:*3
1) Tape recorder digunakan untuk merekam segala bentukan
pembicaraan mengenai topik penelitian.
2) Alat tulis untunk mencatat catatan ketika wawancara dan

sebelum.

41 Victorianus Areis siswanto , Strategi dan langkah langkah penelitian, Yogyakarta,Graha limu,
2012, HIm 58

42 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Yogyakarta, Graha IImu, 2006,
HIim 224.

43 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta
llmu Sosial Sosial Lainnya, Jakarta, Kencana, 2019, Him 143.

34



3) Buku catatan sebagai pedoman untuk wawancara
3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau hasil karya seseorang atas hal-
hal telah berlalu. Dokumen tentang seseorang atau sekelompok orang,
peristiwa atau peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian dalam
kondisi sosial merupakan sumber informasi yang sangat berguna dalam
penelitian kualitatif.** Review dokumen merupakan sarana untuk
membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan
membaca surat pengumuman, abstrak rapat, pernyataan tertulis
mengenai kebijakan dan bahan tertulis lainnya.** Metode ini dengan
melakukan pengumpulan dokumen berupa gambar-gambar pada saat
penelitian agar data yang didapatkan dapat dibuktikan dengan data yang

tersedia dan keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses menyusun urutan data dan
mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori, dan unit deskripsi dasar.
Menurut Taylor, analisis data merupakan proses yang secara formal
menjelaskan secara rinci upaya yang dilakukan untuk menemukan tema dan
mengajukan hipotesis. Serta merupakan upaya untuk memberikan bantuan
dan topik untuk hipotesis.
1. Reduksi data
Reduksi data merupakan sebagai proses seleksi yang berfokus pada
penyederhanaan, mengabstraksi konversi data kasar yang di hasilkan dari
catatan tertulis di tempat (field note). selama reduksi berlangsung maka
secara berkelanjutan yang maknanya pada kualitatif berlangsung.

4 A, Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelirian Gabungan, Jakarta,
Kencana 2014, HIm 391.

4 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitati dan Kualitatif, Yogyakarta, Suluh Media, 2018,
Him 219.

4 Afifuddin, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, CV Pustaka Setia, 2012, HIm 145.

47 Anis Fuad, dkk, Panduan Praktis Penelitia Kualitatif, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, HIm 64.
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2. Penyajian data (display data)

Setelah reduksi data, lalu langkah selanjutnya yaitu penyajian data,
penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang diatur
menurut kategori atau kelompok. Tampilan data dalam penelitian
kualitatif dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar ketegori,
diagaram alir, dan lain lain.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengungkapan makna hasil
penelitian yang dieskpresikan dalam kalimat-kalimat yang pendek,
ringkas dan mudah dipahami. Hal ini dilakukan dengan cara berulang
kali merewiew kebenaran kesimpulan terutama dalam hal relevansi dan
konsistensi kesimpulan dengan judul, tujuan dan rumusan masalah yang

ada.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atas data
penelitian yang diperoleh dan bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya.
Lexy Moelong menjelaskan bahwa untuk pemerikasaan keabsahan data
dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (credibility), uji
transferbilitas (trasnferbility), uji dependabilitas (dependability), dan
terakhir uji obyektifitas (confirmability). 48

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik
triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data, dimana hal ini dilakukan
penngecekan antara data yang didapat dengan hal lain sebagai pembanding
data tersebut. Peneliti akan membandingkan hasil data yang diperoleh dari
wawancara maupun dokumentasi dengan sumber data yang sudah ada
sebelumnya, sehingga terdapat korelasi antara satu dengan yang lainnya
Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi

dengan sumber , peneliti membandingkan hasil wawancara yang di peroleh

48 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Rosdakarya, 1993, HIm 25
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dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding
untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti

juga menggunakan teknik triangulasi waktu
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BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan

Gambar 4.1
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN PASURUAN

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Penelitian dan
Pemgembangan Daerah Kabupaten Pasuruan 2018-2023

1. Kondisi Geografis Kabupaten Pasuruan

Secara geografis, Wilayah Kabupaten Pasuruan terletak antara 112° 35'
30" hingga 113° 06' 30" BT (Bujur Timur) dan 7° 32' 30" hingga 7° 57
30" Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagaimana Permendagri
Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan Dengan
Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu,
Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

sebagai berikut :
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b. Sebelah Utara : Kota Pasurun, Selat Madura dan Kabupaten
Sidoarjo.

c. Sebelah Selatan: Kabupaten Malang .

d. Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo.

e. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu.

Kondisi topografi Wilayah Kabupaten Pasuruan terkait erat dengan
kondisi ketinggian dan kelerengan. Berdasarkan tingkat kelerengan,
Wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dibagi menjadi 7 yaitu:

a. Kelerengan 0 — 2%: antara lain seluruh Kecamatan Bangil, Rembang,
Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso dan Lekok, sebagian
Kecamatan Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Winongan, Grati dan
Nguling.

b. Kelerengan 2 — 5%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi,
Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Purwosari, Prigen,
Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan, Grati dan Nguling.

c. Kelerengan 5 — 8%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi,
Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari,
Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan dan Lekok.

d. Kelerengan 8 — 15%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi,
Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari,
Prigen, Pandaan, Gempol, Winongan dan Grati

e. Kelerengan 15 — 25%: antara lain adalah sebagian Kecamatan
Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Purwosari,
Prigen, Gempol dan Beji.

f. fKelerengan 25 — 45%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi,
Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Purwosari, Prigen dan Gempol. g.
Kelerengan > 45%: antara lain adalah sebagian Kecamatan Tutur,

Puspo, Tosari, Lumbang, dan Prigen. 4°

49 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 208-2023
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2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2020 adalah 1.637,682

jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 2,32 pertahun 2019. Berikut

jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan berdasarkan tahun dilihat dalam

tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan d

Tahun Jumlah Penduduk
2014 1.569.507
2015 1.581, 787
2016 1.593.683
2017 1.605.307
2018 1.616.578
2019 1.627.396
2020 1.637,682

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk menurut agama yang dianut di

Kabupaten Pasuruan

Agama Jumlah Pemeluk
Islam 1.551.439
Protestan 7.993
Katolik 3.533
Hindhu 14.718
Budha 463

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan
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B. Deskripsi Data

1. Profil Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa

Pasuruan

Pendirian Partai DPC PKB Pasuruan berdiri pada tanggal 29 rabbiul
awal 1949 H atau 23 Juli 1998. PKB berdiri setelah lengsernya

pemerintahan soeharto dan masukya masa refomrasi sehingga hal ini

membuat partai ini berkembang pesat di tengah masyarakat Sebagai partai

yang memiliki ideologi religius nasionalis tentunya peran ulama dan kyai

khusunya dari warga nahdliyin untuk membentuk wadah sebagai

kaderisasi kepemimpinan bangsa serta sebagai wadah perjuangan kaum

nahdliyin untuk khidmat terhadap bangsa, setelah berdirinya dapat

diketahui ketua pertama Dewan Syuro dan Tanfidz dengan masa periode

masing masing.

Tabel 4.3
Struktur Pimpinan Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz DPC PKB
Pasuruan dari tahun 1998-2021

NO Dewan Syuro Dewan Tanfidz Periode

1. | KH. Shibromulis Kholili | H. Muzzamil Syafi’ 1998-2002

2. | KH. Su’ud Ibrahim H. Misbahul Munir S.Ag., | 2002-2007
M.Ag

3. | KH. Yusbakir Aljufri H.M Fadillah Nashor 2007-2010

4. | KH. Amir Cholili H. M. Irsyad Yusuf, SE., 2010-2016
MMA.

5. | KH. Mustaba Shomad H. M. Irsyad Yusuf, SE., 2016-2021
MMA.

6. | KH. A. Mujib Imron, H. M. Irsyad Yusuf, SE., 2021-2026
SH., M.-H MMA.

Sumber : Arsip DPC PKB Kabupaten Pasuruan
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2. Visi Misi Partai Kebangkitan Bangsa

Visi

“Mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  Republik  Indonesia

sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945,

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin,

material dan spiritual, dan mewujudkan tatanan politik nasional yang
demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.””*

Misi

a.

Bidang Ekonomi

Menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan
yang adil dan demokratis

Bidang Hukum

Berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang
beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-
hak asai manusia, dan berkeadilan sosial.

Bidang Sosial dan Budaya

Berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap
memelihara jati diri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan
martabat bengsa.

Bidang Pendidikan

Berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
berakhlakul mulia, mandiri terampil, professional dan kritis terhadap
lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem
pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan
berkesinambungan.

Bidang Pertahanan

Membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk

turut serta dalam usaha pertahanan negara, mendorong terwujudnya

50 Buku Manifesto PKB

42



swabela masyarakat terhadap perlakukan perlakukan yang
menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi

maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

. Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa
Kabupaten Pasuruan Masa Bakti 2021 — 2026

Tabel 4.4

Struktur Musytasar

Nama Jabatan
KH. Mujataba AS Musytasar
KH. Mas Muslim Ikrom Wakil Ketua
Dr. Habib Zainal Abidin BilFaqgih, M.Pd Wakil Ketua
Habib Muhammad Ridho Bafaqih, SE., M.Si Wakil Ketua
KH. Mashudi Nawawi Wakil Ketua
KH. Maksum Hasyim Wakil Ketua
KH. Muthi'urrohman Sekretaris
H. M. Syahrir
KH. Yazid Manan
KH. Ach. Yazid Bastomi

Sumber : Hasil Musyawarah Cabang DPC PKB Kabupaten Pasuruan
Tabel 4.5

Struktur Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Pasuruan

Nama Jabatan
KH. A. Mujib Imron, SH., M.H Ketua
KH. Rummanul Busthomi Kholili Wakil Ketua
KH. Ahmad Huda Cholili Wakil Ketua
KH. Nu’man Hakim Wakil Ketua
KH. Abd. Ghofur Wakil Ketua
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Dra. Nyai Hj. Ucik Nurul Hidayati Wakil Ketua
H. Mohammad Faidillah Nasor Sekretaris
Gus H. Ahmad Wildan Khumaini Amrullah, S.Pd.1., Wakil
MM Sekretaris
Gus H. M. Haidar Wakil
Sekretaris
KH. Achmad Suadi Abu Amar Anggota
KH. Zaenal Arifin Anggota
KH. Achmad Rifa'i Anggota
Drs. KH. Syamsul Ma’arif Anggota
KH. M. Barizi Ahmad, S.Pd.I Anggota
KH. Muzayyin Anggota
KH. Tamimudin Asas Anggota
KH. M. Romli Anggota
KH. M. Mushollin M.S., S.Ag Anggota
H. M. Syamsuddin Nur Anggota
H. Amin Marzuki Anggota
Dra. Nyai Hj. Aida Fitriati, M.Pd.I Anggota
Nyai Hj. Nurul Abidah Anggota
Nyai Hj. Riyadlotul Aliyah Anggota
Nyai Hj. Ifadlotul Hasanah Anggota
Nyai Hj. Ni’amah Anggota
Nyai Hj. Lilik Wasithoh Anggota

Sumber : Hasil Musyawarah Cabang DPC PKB Kabupaten Pasuruan

Tabel 4.6

Struktur Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Pasuruan

Nama

Jabatan

H. M. Irsyad Yusuf, SE., MMA.

Ketua
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H. M. Yusuf Daniyal, ST., MM. Wakil Ketua
H. M. Farid Syauqi, SE Wakil Ketua
Drs. H. Abd. Rouf Wakil Ketua
H. M. Shobih Asrori Wakil Ketua
Dr. Hj. Rossa llma Silfiah, SH., M.Hum Wakil Ketua
Hj. Mahmudah Lailiyah, S.Pd. Wakil Ketua
Humiati, SH., M.Hum Wakil Ketua
Latifah Hanum, S.Ag. Wakil Ketua
Siti Maulidah Wakil Ketua
Mohammad Mahdi Khered Wakil Ketua
Mohamad Yasin Wakil Ketua
H. Sa’ad Muafi, SH Wakil Ketua
Kholili, S.Pd.l., M.Pd.I Wakil Ketua
H. M. Sudiono Fauzan, S.Ag., MM Sekretaris

Suwaji, S.Ag

Woakil Sekretaris

Mohamad Taufig, S.Ag

Wakil Sekretaris

Abdul Rozak, SE

Woakil Sekretaris

H. Muhammad Sukarno Nouval Faris, S.Pd.|

Woakil Sekretaris

Widia Sofa, S.Pd.l

Wakil Sekretaris

Laily Qomariyah, S.Pd

Woakil Sekretaris

Hj. Ida Rinawati

Woakil Sekretaris

Muchammad Rochim, S.Pd.l

Wakil Sekretaris

Masy’rohah, S.Pd

Woakil Sekretaris

Woko Handoyo, S.IP

Woakil Sekretaris

Muchayat Taufik, S.Ag

Wakil Sekretaris

M. Arif Rachman Hakim, S.Pd.I

Wakil Sekretaris

M. Bagir Hidayatulloh, S.Pd.I., M.Pd

Wakil Sekretaris

Dra. Hj. Wiwik Wahyuni

Bendahara

Ir. H. Bahrul Alam

Wakil Bendahara

Rudi Hartono

Wakil Bendahara
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H. Moch. Tauchid Wakil Bendahara
H. Munawir Abdul Salam, SE Wakil Bendahara
Muzdalifah, SE Wakil Bendahara
Luluk Fitriyah Wakil Bendahara
Luluk Makhmudah, S.S.1 Wakil Bendahara
Sofyan Hadi Wakil Bendahara
H. Muhammad Ali Bukhaiti, SH.,MHI Wakil Bendahara
Mashuda Hidayatulloh Wakil Bendahara

Sumber : Hasil Musyawarah Cabang DPC PKB Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan hasil muktamar ke V Partai Kebangkitan Bangsa yang di
selenggarakan di Nusa Dua Bali 20-22 Agustus bahwa ketiga susunan

pengurus memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a) Musytasar : Dewan Penasehat Partai
b) Dewan Syuro : Dewan Penjaga garis-garis perjuanga partai

c) Dewan Tanfidz : Dewan Pelaksana dan pengendali paertai

Terkait dengan kepengurusan partai yang secara berjenjang dapat diketahi
juga didalam AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa dan buku Manifesto
PKB Struktur kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa secara berjenjang

sebagai berikut:

a) Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP adalah pimpinan tertinggi partai
di tingkat Pusat.

b) Dewan Pegurus Wilayah disingkat DPW adalah pimpuna partai di
tingkat provinsi.

¢) Dewan Pengurus Cabang disingkat DPC adalah pimpinan partai di
tingkat kabupaten/kota.

d) Dewan Pengurus Anak Cabang disingkat DPAC adalah pimpinan partai
di tingkat kecamatan.

e) Dewan Pengurus Ranting disingkat DPRt adalah pimpinan partai di

tingkat desa atau kelurahan.

46



f) Dewan Pengurus Anak Ranrting disingkat DPARt adalah pimpinan

partai ditingkat dusun atau pendukuhan

C. Analisa dan Pembahasan

1.

Implementasi Fungsi Artikulasi dan Agregasi Kepentingan DPC
Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Pasuruan Pada Masa
Pandemi Covid-19

Artikulasi merupakan proses politik yang mendasar dalam demokrasi,
demokrasi mengajurkan bahwa artikulasi merupakan jembatan antara
warga dengan sistem politik atau pembuat kebijakan, dan artikulasi yang
terlembaga dengan baik memelihara sistem demokrasi yang stabil,
merawat legitimasi kebijakan, membangun kompetensi warga,
menciptakan kepercayaan warga kepada sistem politik serta memperkuat
kedaulatan rakyat. Implementasi artikulasi kepentingan di masa pandemi
covid-19 yang dilakukan oleh PKB merupakan hal yang nyata dan
kongkrit, kepedulian PKB dalam menjalankan fungsi artikulasi ini dapat
dilihat dengan keberhasilan mengakomodasikan kepentingan dari
kelompok kepentingan atau masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi
artikulasi kepentingan dengan baik, DPC PKB Kabupaten Pasuruan
memiliki  tiga pendekatan yang dilakukan untuk melakukan sebuah
artikulasi kepentingan diantaranya:
a) Artikulasi dilakukan secara partisipasi oleh rakyat disebut popular

space (ruang rakyat)

Pendekatan yang dilakukan DPC PKB Kabupaten Pasuruan dengan
memberikan kesempatan kepada masyarakat dan kelompok
kepentingan dengan membuka ruang rakyat sebagai penyerapan
aspirasi pada masa pandemi covid-19. Merebaknya pandemi
memberikan dampak yang luar biasa terhadap semua segmen
masyarakat, PKB secara terbuka memberi ruang terbuka dan dialog
agar aspirasi masyarakat dapat diwujudkan dengan mengadakan dialog

untuk penyerapan aspirasi yang di usulkan selain masyarakat kelompok
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b)

kepentingan juga menyuarakan kepentingan agar tuntutan mereka
terpenuhi. Pengelompokan artikulasi yang di ajukan olah masyarakat
merupakan implementasi fungsi artikulasi kepentingan sebagai partai
politik untuk mendukungan pengembangan demokrasi yang lebih baik.
Artikulasi dilakukan secara aktif oleh pemerintah dan parlemen
dengan segmen masyarakat atau deliberative space (ruang
musyawarah)

Pendekatan yang dilakukan dengan melibatkan eksekutif, legislatif
dan masyarakat merupakan pendekatan yang sangat efektif dikarenakan
jajaran pemerintahan ikut terlibat langsung dalam penyerapan aspirasi.
Di sisi lain masyarakat dan kelompok kepentingan menjadi segmen
penyampaian aspirasi yang akan ditindaklanjuti oleh legislatif dan
dilaksanakan eksekutif, kepentingan yang dilakukan dalam sebuah
diskusi dengan pemerintah dilakukan untuk demi cita cita kepentingan
masyarakat secara luas, DPC PKB Kabupaten Pasuruan
memperjuangkan sepenuhnya kepentingan masyarakat demi sebuah
kesejahteraan dan kemaslahatan umat di Kabupaten Pasuruan secara
keseluruhan.

Artikulasi dilakukan dengan masa reses pertemuan dengan basis
pemilih (konstituen)

Pendekatan masa reses adalah masa dimana bertemunya anggota
dewan dengan masyarakat atau konstituen dengan tujuan untuk
menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan
anggota dewan yang tergabung dalam Fraksi PKB di DPRD Kabupaten
Pasuruan. Ini merupakan kepanjangan partai atau penerus perjuangan
partai di lembaga legislatif, dengan mengedepankan nilai nilai
perjuangan PKB. Metode ini masyarakat dan kelompok kepentingan
bisa menyalurkan apirasinya terhadap basis pemilihannya masing
masing kepada wakil rakyat. Reses dinilai menjadi suatu kunci
keberhasilan anggota dewan sebagal representasi rakyat — di

pemerintahan, artinya kualitas sesesorang anggota dewan juga
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tergantung pada keberhasilan dalam  mengekspresikan dan
mengintegrasikan kepentingan masyarakat dan membela aspirasi

masyarakat yang menjadi konstituen.

Bagan 4.1
Peran organisasi DPC PKB Kabupaten Pasuruan tingkat

rumput dalam masa reses anggota DPRD Kabupaten Pasuruan

Masa reses anggota Fraksi PKB
DPRD Pasuruan Pasuruan

Pertemuan antara  masyarakat

i?:;?(”rus Pg%iirl]?é’cmting,l;:?g_ dengan aggota DPRD dalam
Kabupaten Pasuruan —> Kegiatan reses di setiap kecamatan

l dan desa

Masyarakat  ditingkat  Desa,
Dusun, RT dan RW

Sumber : DPC PKB Kabupaten Pasuruan.

Dalam mengolah aspirasi masyarakat yang bercorak ragam yang
disaring dan dirumuskan dalam bentuk rumusan yang teratur sehingga
aspirasi masyarakat yang beraneka ragam dapat dipahami untuk
selanjutnya dicerminkan dalam suatu kebijaksanaan yaitu penyerapan
aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPC PKB dan Fraksi PKB.
Dengan melihat pelaksanaan fungsi artikulasi ini ada beberapa aspirasi
dari masyarakat dan kelompok kepentingan terkait ingin diwujudkan

yaitu:

51 Margaretha Novi Kristian dkk, Peran Partai Politik Dalam Akomodasi Kepentingan di Fraksi
DPRD Kota Palangkaraya. Jurnal IImu Sosial dan limu Politik, Volume 5 Nomor 2, 2018, HIm
89.
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a)

b)

Artikulasi bidang kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk
beraktifitas dalam kegiatan sehari hari. Maka, untuk mendukung
meningkatkan kesehatan yang lebih baik dibutuhkan mutu pelayanan
dan fasilitas kesehatan yang memadai. Pandemi covid-19 merupakan
virus yang menular dengan cepat sehingga wabah ini diharapkan dapat
dihentikan melalui percepatan pencegahan dan penanganan covid-19.
Aspirasi yang diserap oleh DPC PKB Kabupaten Pasuruan dari
masyarakat dan kelompok kepentingan yaitu tenaga kesehatan dengan
tuntutan untuk menunjuang kebutuhan kesehatan pada masa pandemi
covid-19.
Artikulasi bidang Ekonomi

Ekonomi merupakan urat nadi perekonomian dalam suatu negara
maka konteks yang terkait dengan daerah yaitu ekonomi memberikan
pendapatan yang besar terhadap daerah di Kabupaten Pasuruan.
Adanya pandemi covid-19 perekomomian Kabupaten Pasuruan
merosot tajam dan memberikan dampak besar terhadap
keberlangsungan ekonomi daerah. Aspirasi yang serap dalam bidang
ini adalah penyaluran Bantuan untuk UMKM, bantuan untuk korban
pemutusan hubungan kerja dan apsirasi yang lainnya yang berkaitan

dengan bidang ini.

peneliti  menganalisa bahwa pandemi memberikan dampak dan

pukulan yang luar biasa terhadap masyarakat, hal ini memberikan sinyal

kepedulian pemerintah dan legislatif untuk segera bisa merealisasikan

aspirasi yang diajukan, dan peneliti mengamati tidak semua keluhan

masyarakat dapat menjadi sebuah kebijakan karena adanya proses seleksi

yang memperiotaskan aspirasi yang dinilai jauh lebih utama. DPC PKB

Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari partai pemerintah menginginkan

perjuangan partai tidak hanya sebatas untuk keperluan kekuasaan
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melainkan hidmat terhadap bangsa dan negara. Platform politik PKB
2019-2024 menggunakan jargon untuk menyebut perjuangan partai
“melayani ibu pertiwi” ada petunjuk tentang politik rahamtal lil alamin
yang dijelaskan sebagai upaya menabur dan tebarkan rahmat keselamatan
seluruh alam semesta, tidak terkecuali politik mengutamakan pemberian
pelayanan dan komprehensif bagi ibu pertiwi.

PKB dimasa sekarang ini diperlukan sebagai arena untuk
memperjuangkan rakyat, mampu menyalurkan aspirasi dengan baik
kepada parlemen dan menyatukan seluruh potensi bangsa yang majemuk
serta terlibat aktif dalam penyelenggaraaan negara. Melihat pandemi
covid-19 ini PKB menjadi tumpuan utama dan harapan masyarakat
Kabupaten Pasuruan untuk menginginkan sebuah kehadiran partai dan
negara dalam kehidupan masyarakat, bagi PKB demokrasi merupakan
instrumen dalam sebuah demokrasi untuk memunculkan sebuah kebijakan
yang berpihak pada khalayak umum. Implementasi artikulasi kepentingan
yang dijalankan PKB merupakan impelentasi yang nyata dan dapat
mewujudkan masyarakat sesuai dengan mekanisme yang tetapkan dengan
prosedur yang ada, melalui beberapa tahapan agar proses artikulasi

kepentingan dapat tersampaikan dengan semestinya.

Bahwa artikulasi kepentingan yang dijalankan oleh PKB
mengharapakan aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik, dan
sebagai partai yang memiliki konstituen yang besar di Kabupaten
Pasuruan. PKB membuka ruang seluas-luasnya untuk terlibat secara aktif
dalam menyerap aspirasinya dan hasil aspirasinya akan disaring untuk
disalurkan kepada kader kader yang duduk di DPRD Kabupaten Pasuruan
melalui fraksi PKB. Komunikasi politik yang dijalankan oleh PKB sebagai
komunikator politik untuk menjaring aspirasi di masyarakat dengan
melalui saluran saluran yang digunakan. Kondisi pandemi covid-19
artikulasi menjadi sebuah kewajiban yang harus lebih aktif di lakukan

untuk menjangkau dan menampung aspirasi yang di serap.
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PKB melihat proses artikulasi sebagai proses penampungan tuntutan
aspirasi masyarakat, dan bhakti PKB terhadap masyarakat di tengah
pandemi covid-19 ini terus ditingkatkan demi memenuhi kebutuhan
tuntutan masyarakat. Adaupun langkah langkah yang di tempuh PKB
untuk melancarakan artikulasi kepentingan, langkah kultural yang
dilakukan bersama-sama dengan para Kiai, Ibu Nyai dan dewan syuro
diantaranya adalah melakukan silaturahim (tabayun) kepada seluruh
kalangan khususnya para Kyai di pondok pesantren sebagai basis
konstituen PKB. Sebagai partai yang memiliki basis NU terbesar di
Kabupaten Pasuruan maka proses penguatan partai politik menjadi efektif
dan mendapat dukungan dari kalangan nahdliyin, untuk mendukung proses
artikulasi kepentingan maka PKB sangat diuntungkan. Maka, dengan ini
peneliti memfokuskan pada kedua fungsi yaitu artikulasi dan agregasi
kepentingan. adaupun kepentingan kepentingan yang disalurkan berupa

dari multidimensi bidang.

Untuk mendukung pelaksanaan partai yang sesuai dengan mekanisme
hasil pembahasan di internal partai, DPC PKB Kabupaten pasuruan sudah
memiliki program program kerja yang dapat lanjutan dari proses artikulasi
dan ada yang murni dari PKB dengan tujuan untuk demi kebaikan
bersama, khususnya pada kalangan nahdliyin dan masyarakat umum.
Program kerja yang disusuan untuk kepentingan PKB dan masyarakat
merupakan sudah mencakup dari proses artikulasi kepentingan :

a) Tanggap Bencana dan Kepedulian sosial
1) Membentuk tim penanganan darurat bencana (SAR) ditingkat DPC
2) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah (BPBD),
tim SAR, maupun kelompok masyarakat dalam mendeteksi
bencana dan penanganannya.
3) Bantuan sembako murah/gratis.

4) Pengobatan masal gratis.
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b) Dakwah Aswaja dan Pengembangan Seni Budaya

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Mengadakan diklat dan pengkaderan da’i.

Pendistribusian da’i ke seluruh pelosok Kabupaten Pasuruan
khususnya basis dan kantong- kantong warga NU-PKB.
Melakukan usaha peningkatan eksistensi dan kesejahteraan da’l
khususnya ditingkat desa, seperti Mudin, Guru Ngaji dll.
Mengadakan festival seni islami seperti Ishari, Albanjari, Nasyid,
Terbang Klasik, Qosidah Klasik/Moderen, dll.

Mengadakan festival seni modern untuk mengakomodasi
kreatifitas anak anak muda dan pelajar, seperti festival band
pelajar/umum.

Festival seni tradisonal, seperti pencak silat, kiran ancak, dll.

c) Pemberdayaan Buruh, Tani dan Tenaga Kerja

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Mengadakan diklat tenaga kerja untuk angkatan kerja baru
pelamar/remaja.

Mengusahakan lapangan pekerjaan dan pendistribusian tenaga
kerja, khususnya dari kader-kader NU-PKB.

Mengadakan advokasi buruh dan tenaga kerja melalui produk
kebijakan politik (PERDA), maupun advokasi langsung
dilapangan terhadap persoalan perburuhan.

Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan kelompok serikat
pekerja dan LSM yang bergerak dibidang advokasi perburuhan.
Mengkoordinasikan setiap kebijakan pertanian baik pusat maupun
daerah dengan kelompok masyarakat yang terhimpun dalam
komunitas tani nelayan, seperti KTNA, GAPOKTAN, dll.
Melakukan pendampingan politik dan hukum terhadap sengketa

lahan pertanian

d) Kepemudaan dan Olaharaga

1)

Koordiniasi dan kerjasama dengan organisasi kepemudaan dan

masyarakat.
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2) Mengadakan kemah bhakti pemuda dan pelajar se-Kabupaten
Pasuruan.

3) Mengadakan kompetisi sepakbola remaja/dewasa se-kabupaten
Pasuruan bekerjasama dengan PSSI Kabupaten Pasuruan.

4) Mengakan kompetisi futsal remaja/pelajar se-Kabupaten Pasuruan.

5) Mengadakan kompetisi badminton se-Kabupaten Pasuruan

6) Mengadakan fun bike/sepeda santai se-Kabupaten Pasuruan.

e) Advokasi Hukum dan HAM

1) Mendirikan lembaga/kantor LBH resmi yang khusus untuk
melayani advokasi dan pembelaan formal bagi warga/konstituen
PKB dan rakyat di lembaga hukum.

2) Melakukan advokasi dan pembelaan kepada kader/ konstituen dan
masyarakat yang terkena kasus hukum.

3) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dan LSM ayang
bergerak dibidang hukum dan HAM.

Bahwa program yang disusun oleh PKB merupakan sebuah dasar dan
pijakan dari tuntutan masyarakat Kabupaten Pasuruan sekarang. Adaupun
tuntutan datang dari beberapa lapisan masyarakat dan kelompok
kepentingan yang lainnya yang merasa terdampak besar dengan adanya
pandemi covid-19. Maka partai politik dan fraksi menangkap itu semua dan
ada tindak lanjut terhadap serap aspirasi tersebut, peneliti meyakini betul
bahwa ada beberapa kelompok yang kurang mendapat hak nya sebagai
masyarakat dan aspirasi yang harus diperjuangkan di masa pandemi covid-
19. Perjuangan PKB dapat dilihat sebagai ikhtiar untuk bangsa dan negara,
perjuangan untuk memperjuangkan apa yang dibutuhkan masyarakat secara
luas yang berdampak pada penyerapan apsirasi akan memberikan hasil yang
maksimal terhadap elektabilitas DPC PKB Kabupaten Pasuruan dan

elektoral kedepannya.

Mayoritas dukungan suara terhadap PKB adalah masyarakat kalangan

nahdliyin yang mempunyai loyalitas dan peneliti akui juga PKB memiliki
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pengaruh kuat di Kabupaten Pasuruan dan kalangan perspektif kyai NU.
Melihat peta politik PKB pasuruan sangat besar untuk memelihara
konstituen dibutuhkan sesuatu manajemen yang serius dengan
dibuktikannya kontribusi kepada masyarakat. Keperluan ditengah-tengah
pandemi covid-19 sekarang yang harus menjadi perhatian pemerintah
adalah bagaimana mengatasi covid-19 dengan cepat dan efektif. Secara
harfiah dan historis PKB lahir dari NU dan didirikan oleh kyai kyai sehinga
dalam penanganan covid-19 tidak hanya pada institusi saja melainkan NU
yang kental dengan islam tradisional dengan berbasis lingkungan pesantren.
Kyai di dalam masyarakat merupakan sosok yang memiliki yurisdiksi di

masyarakat dan dianggap sebagai suatu keabsahan.>?

Fakta yang tidak dapat dibantah dan sejarah mencatat PKB merupakan
satu-satunya partai di Indonesia yang secara biologis memiliki ibu kandung,
karena PKB merupakan partai yang satu-satunya yang dilahirkan oleh
Nahdlatul ulama (NU). Artinya, PKB satu-satunya partai politik yang
nasabnya jelas yakni dilahirkan oleh PBNU beserta para ulama dan para
tokoh NU berdasarkan aspirasi warga NU dari berbagai penjuru tanah air.
Oleh karena itu, PKB menyatakan secara tegas dalam anggaran dasar PKB
maupun rumah tangganya, (AD/ART) merujuk pada anggaran dasar NU
demikian pula visi PKB adalah NU dan secara tegas pula dinyatakan bahwa
PKB berhaluan ahlussunnah wal jamaah sama dengan yang tertuang di
dalam AD-ART NU, fakta tersebut pula yang juga menjadikan PKB

berbeda dengan partai islam lainnnya.

PKB juga merupakan partai yang sangat jelas menyatakan berhaluan
ahlussunnah wal jamaah. Sehingga tidak salah disimpulkan bahwa PKB
besar dan kuat, maka NU akan kokoh, nampak jelas sekali bahwa
keterikatan PKB dan NU bukan sekedar keterikatan yang bersifat historis

tetapi antara PKB dengan NU memiliki keterikatan yang bersifat ideologis

52 Mohammad zamroni, Filsafat komunikasi, Yogyakarta, Graha ilmu, 2009, HIm 125
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bahkan juga bisa dikatakan keterikatan organisatoris. Partai politik sebagai
penyambung hubungan masyarakat kepada pemerintahan memiliki fungsi
yang sangat penting dalam siklus demokrasi, maka fungsi artikulasi
kepentingan merupakan fungsi yang berangkat dari bawah ke atas yang
bersifat (bottom up). untuk menjadi sebuah kepentingan yang akan
mengarah pada suatu kebijakan yang memiliki kemanfaatan masyarakat

secara luas.

Sejatinya partai merupakan alat perjuanan politik untuk kekuasaan dan
kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan undang-undang Kkepartaian
dimana partai merupakan sebuah organisasi yang mempunyai beberapa
fungsi yang di dalamnya untuk mengakomodasikan kepentingan
masyarakat. bentuk dari sebuah artikulasi ini adalah dengan sebuah
perhomonan dari masyarakat ditujukkan kepada PKB untuk ditindaklanjuti
kepada lembaga legislatif. warga nahdliyin dalam proses politik. Ada
beberapa faktor yang mendasar dari posisi kyai menjadi penting bagi PKB

dan masyarakat:>

a. Tingkat likuiditas kyai yang tinggi dalam membangun jaringan
hubungan komunitas eksternal

b. Posisi sentral dan karakteristik kyai desa dan pondok pesantren
menjadikan sumber refrensi untuk orang luar des, kemana orang
datang ke desa keberadaan dan fungsi kyai tidak bisa diabaikan

c. Sebagai pengaruh langsung atau tidak langsung dari posisinya, kyai

biasanya lebih baik dari dan masyarakat sekitar.

Dapat disimpulkan bahwa peran NU dan kyai merupakan satu kesatuan
yang utuh yang harus tetap di pertahankan NU sebagai jamiyah kyai sebagai
aktor keagamaan. Selama ini PKB dengan NU dan kyai sangat menjalin

komunikasi yang itensif dengan baik. NU dengan jajarannya atau badan

53 Greg Fealy, ljtihad Politik Ulama: Sejarah Nahdlatul Ulama, 1952- 1967, terjemahan Bahasa
Indonesia), (Yogyakarta: LkiS, 2003)

56



otonom memiliki power terhadap pengembangan jamiyah NU begitupun
PKB memiliki kader kader yang miitansinya tinggi, dan kebanyakan kader
kader NU ikut serta dalam keanggotaan DPC PKB Pasuruan. Agregasi
merupakan sebuah proses yang dilakukan DPC PKB Kabupaten Pasuruan
melalui para kader kader dari PKB dengan melakukan pengumpulan,
mengidentifikasi dan menseleksi sebuah tuntutan dari masyarakat sehingga
akan menjadi rumusan kebijakan untuk disahkan menjadi sebuah regulasi.
Partai politik memiliki fungsi agregasi kepentingan, hal ini menunjukkan
partai politik memiliki hubungan timbal balik terhadap masyarakat untuk
aspirasinya dipenuhi. Kepentingan yang disampaikan dalam sebuah
parlemen akan menjadi sebuah keberhasilan ketika semua tuntutan di setujui
dilembaga legislatif, tuntutan yang sudah di akomodasi oleh partai akan

disampaikan oleh partai kepada fraksi partai dilembaga legislatif.

Tabel 4.7
Bidang Bidang di DPC PKB Kabupaten Pasuruan
No Bidang

Kaderisasi dan ldeologi

Penelitian, Pengembangan dan Riset Partai

Komunikasi dan Informasi Politik

Advokasi dan Hukum

1
2
3
4. | Organisasi
5
6

Pemberdayaan sumber daya manusia

7 Buruh dan Nelayan
8. | Tani
9

Tenaga Kerja

10. | Kepemudaan dan Olahraga

11. | Pemenangan Pemilu
12. | Ekonomi

13. | Perempuan dan anak

Sumber: Sekretariat DPC PKB Kabupaten Pasuruan
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Empat belas bidang diatas adalah merupakan bidang-bidang yang ada di

DPC PKB Kabupaten Pasuruan yang akan menindaklanjuti permasalahan

yang ada di bidang masing masing melalui rapat koordinasi (rakor) dan

evaluasi di DPC PKB Pasuruan. Adaupun masukan dan aspirasi yang

masuk pada DPC PKB dan fraksi harus di selesaikan dan dirumuskan pada

kegiatan kegiatan di bawah ini :

a)

b)

Rapat Koordinasi bidang (Rakorbid)

Dalam pelaksanaan ini bidang bidang yang menindaklajuti
kepentingan masyarakat akan di sampaikan dalam sebuah forum ini agar
semua aspirasi mampu di munculkan dengan kebijakan yang ada
menyesuiakan dengan kepentingan yang diusulkan. DPC PKB dan
Fraksi PKB musyawarah ini sebagai bentuk kewajiban wakil rakyat
untuk menyuarakan di parlemen, selama pandemi covid-19 PKB rapat
koordinasi di selenggarakan dengan begitu aktif dan partisipatif
mengingat kpentingan masyarakat yang mulai beragam dan ini harus di
perjuangkan ke parlemen untuk dapat dijadikan sebuah produk hukum.
Rapat Evaluasi

Pelaksanan evaluasi mengutamakan pada program DPC PKB dan
serap aspriasi yang dilakukan oleh PKB dan fraksi. Evaluasi ini
meruapakan kegiatan untuk menilai apakah program yang dijalankan
PKB sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai target, serap
aspirasi yang dilakukan merupakan bagian dari fungsi partai politik dan
kemudian ada tindak lanjut dari PKB dan melakukan koordinsi agar
aspriasi yang dilayangkan tidak sia sia. Program program DPC PKB dan
kerja sama dengan fraksi merupakan hal yang diutamakan untuk

kepentingan masyarakat dan penguatan kepartaian.

Pelaksanaan agregasi kepentingan ini yang diusulkan PKB harus dapat

memenuhi unsur unsur yang bermuatan keberpihakan kepada masyarakat

dan prinsp prinsip perjuangan PKB yaitu menjunjung tinggi kebenaran,

menegakkan keadilan dan menjaga persatuan dan kesatuan.Pada konteks
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penelitian ini DPC PKB Pasuruan telah melakukan upaya melalui anggota
dewan yaitu fraksi PKB di parlemen untuk memperjuangkan kepentingan
masyarakat dan mengeluarkan kebijakan yang faktual di masa pandemi
covid-19.

Bagan 4.8

Peran fraksi Partai dalam pembuatan peraturan daerah

Proses Pembuatan
Peraturan Daerah

Sekretariatan Badan Pembahasan di

Dewan Musyawarah Komisi Rapat paripurna

Sumber : Wawancara dengan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pasuruan

Pelaksanaan proses agregasi kepentingan yang dilakukan oleh Fraksi-
PKB dengan bekerjasama dengan pihak eksekutif akan menentukan rencana
kerja pembangunan daerah (RKPD) diaman usul dari pihak legislatif fraksi
PKB berdasarkan pelaksanaan musyawarah ruang rakyat dan masa reses
mengahasilkan bahwa eksekutif belum bisa secara keseluruhan
mengakomodir aspirasi masyarakat. Akan tetapi, selalu mengupayakan
yang terbaik untuk masyarakat. Hal ini dikarenakan APBD yang tersedia
terbatas serta permasalahan masyarakat yang semakin meningkat dan akibat

dari perbedaan prioritas antara pihak eksekutif dan lefislatif.

Fungsi agregasi kepentingan peran PKB kadernya sangat aktif dalam
memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab
dan kepedulain tinggi, PKB memiliki prinsip bahwa perjuangan yang
dengan tajuk ibu pertiwi dilakukan untuk mengabdi pada bangsa dan negara.
Pada proses agregasi kepentingan saat ini khususnya pandemi covid-19
DPC PKB Kabupaten Pasuruan dan fraksi PKB memfokuskan untuk
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memfasilitasi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 dan
memberikan rasa aman dan nyaman terhadap perlindungan dari wabah
covid-19.

Menurut Thomas R.Dye terdapat beberap tahapan dalam pembuatan proses

kebijakan yaitu®*:

a) ldentifikasi masalah

b) Penyusunan agenda

¢) Perumusan kebijakan
d) Pengesahan kebijakan
e) Impelementasi kebijakan
f) Evaluasi kebijakan

Proses kebijakan publik ini orientasinya yaitu untuk kepentingan umum
tanpa terkecuali proses pembuatan kebijakan publik didasarkan pada
masalah yang akan dijadikan obyek untuk pembuatan kebijakan di lembaga
legislatif, PKB dan para kader mendorong terlibat aktif dalam upaya
pembuatan kebijakan dengan memberikan kepercayaannya melalui fraksi
PKB di DPRD Kabupaten Pasuruan. Sejauh ini PKB tetap dalam satu
prinsip yaitu bagaimana kebijakan dapat dinikmati semua lapisan
masyarakat. adaupun di masa pandemi covid-19 tuntutan masyarakat dan
kelompok kepentingan dapat terwujud dari agregasi kepentingan dapat di

paparkan sebagai berikut:

a) Agregasi Bidang Kesehatan
Bidang kesehatan antara eksekutif dan legislatif merespon terkait
mutu kualitas kesehatan dan infrasktruktur penunjang untuk kebutuhan
covid-19. Pemerintah dan legislatif yaitu dari fraksi PKB
memperjuangkan tuntutan di bidang kesehatan. Aspirasi yang
disampaikan baik terhadap partai politik atau anggota dewan wajib

untuk diperjuangkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan

54 Joko Widodo, Analisis dan kebijakan publik, Malang, Media nusa creative, 2021, HIm 16
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kelompok kepentingan, hal tersebut dapat diketahui dengan wawancara
berikut ini:

“Saya anggota dari komisi IV yang membidangi bidang sosial,
pendidikan dan kesejahteraan rakyat, dan kesehatan dalam masa
pandemi ini kami memperiotaskan kesehatan masyarakat dan tenaga
kesehatan (nakes) untuk mendukung percepatan pencegahan dan
penanganan covid-19 yang akhir akhir ini dapat dilihat sangat
mengkhawatirkan. Maka dari itu, kami memperjuangkan aspirasi dari
tenaga kesehatan karena merupakan garda terdepan dalam menghadapi
covid-19

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa menunjukkan DPC
PKB Kabupaten Pasuruan dan Fraksi PKB sangat mendukung dan
memperjuangkan aspirasi dari masyarakat hingga tenaga kesehatan
yang sekarang banyak tenanga kesehatan yang kewalahan akibat
lonjakan covid-19 yang sangat cepat. Disamping itu bahwa tunjangan
dan isentif untuk tenaga kesehatan juga segera di cairkan dalam
beberapa tahap, dengan kehadiran PKB dalam setiap aspirasi yang
disampaikan maka proses untuk menindaklanjuti sebuah proses

tanggung jawab yang besar untuk mengabdi pada negara dan bangsa.

Fraksi sebagai penerus perjuangan partai di lembaga legislatif
mempunyai keinginan kuat agar aspirasi yang diserap dapat
terselenggarakan dengan kebijakan yang tanpa ada hambatan dalam
mendukung langkah pemerintah memerangi covid-19. Komisi IV
sebagai bidang yang membidangi dalam bagian kesehatan yang
berkolaborasi dengan dinas kesehatan memberikan kinerja semaksimal
mungkin dan bergerak cepat di masa pandemi karena anggaran untuk
bidang kesehatan dalam penanganan covid-19 termasuk cukup besar
yaitu pada tahun 2021 senilai 118 miliar .

Harapan dengan adanya keberadaan pansus ini DPRD mendorong
dan mendukunng pemerintah kabupaten pasuruan untuk berjuang
melawan wabah covid-19. Fungsi sebagai agregasi kepentingan yang di

perjuangkan oleh anggota dewan dari PKB merupakan sebuah bentuk
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kewajiban pejabat untuk melindungi segenap masyarakat kabupaten
pasuruan, melihat pansus satgas covid-19 diharapkan mempunyai
kesolidan dan bisa optimal untuk percepatan penanganan covid-19.
Pemerintah juga meminta rumah sakit swasta untuk terlibat lanngsung
dalam penanganan covid-19 dikarenakan rumah sakit milik daerah
sudah overload terhadap pasien covid-19, selain itu pemerintah juga
menggalakan sebuah vaksinasi massal untuk mencapai kekebalan imun.
Herd imumunity merupakan suatu bentuk untuk mencapai kekebalan

dalam tubuh dengan vaksin untuk melindungi dari segala penyakit.>®

b) Agregasi kepentingan bidang ekonomi

Bidang ekonomi merupakan urat nadi perekonomian nasional dan
daerah, maka ekonomi harus tetap stabil dan tumbuh untuk memberikan
manfaat besar terhadap masyarakat luas. Selama pandemi berlangsung
efek yang ditimbulkan sangat memberikan dampak yang besar bagi
perekonomian Kabupaten Pasuruan, hal ini menyebabkan
perekonomian Pasuruan mengalami kontraksi dan ini menyebabkan
usaha lokal dan industri mengalami keterpurukan selama pandemi
covid-19. Untuk mengatasi masalah ini PKB dan fraksi PKB
mengusahakan kelompok yang terdampak dapat terbantu dengan
bantuan bantuan yang digulirkan oleh baik pemerintah pusat atau
daerah untuk UMKM.

1) Memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha UMKM

2) Mengajak UMKM lain untuk ikut berkolaborasi

3) Bantuan langsung tunai (BLT) Tahap I, II, 11

Untuk mendongkrak kemiskinan pemerintah menggelontorkan
dana dengan dinas dinas terkait untuk penyaluruan bantuan tersebut,
bantuan ini diharapkan mampu memberikan keringanan masyarakat
terhadap kebututuhan sehari hari. Selain kemiskinnan banyaknbya

tenaga kerja di rumahkan hingga pemutusan hubungan kerja sehingga

55 Siti asiyah ismail, Kontroversi imunisasi, Jakarta, Pustaka al-kautsar, 2014,HIm70
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pendapatan mereka berkurang mengingat di masa pandemi semua
sektor perekonomian mengalami keterpurukan. Adaupun DPC PKB
dan fraksi PKB untuk mensiasati hal ini dan melakukan diskusi yang

matang dalam rangka membantu masyarakt di tengah badai pandemi :

1) Bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga miskin dan tenaga
kerja yang terdampak pandemi

2) Bantuan Sosial tunai (BST)

3) Bantuan tak terduga (BTT)

4) Bantuan sembako

5) Memudahkan akses kartu pra kerja

6) Keluarga penerima manfaat (KPM)

Harapan dari adanya pemberian bantuan ini adalah dapat
meringankan kebutuhan sehari-hari, peneliti melihat situasi di tahun
2021 pandemi covid-19, ditambah memperburuk perekonomian
sehingga banyaknya pelaku usaha yang pendapatannya menurun
terlebih hingga sampai gulung tikar. Fraksi PKB berkomunikasi
dengan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan yang kepada kader
potensial yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati maka tidak
heran program dan serap aspirasi dari fraksi PKB selalu terwujud

karena dengan tujuan untuk membangun kemasalahatan masyarakat.

Shobih asrori (pimpinan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pasuruan)

menyatakan bahwa sebagai kader dari partai dalam menngeluarkan

kebijakan disesuaikan dengan garis-garis perjuangan partai dan program

yang sudah di tetapkan. Namun perlu diketahui kebijakan itu lahir dari

kepentingan kepentingan yang ada dan diakomdasikan oleh partai untuk

diperjuangkan. Akan tetapi, untuk situasi pandemi covid-19 PKB tetap

menjalankan progeam yang sudah direncanakan dan memperiotaskan

kepentingan kepentingan yang dilontarkan oleh kelompok kepentingan

yang berkaitan dengan pandemi covid-19. Adaupun DPC PKB Pasuruan

dan fraksi memperjuangkan dan menindaklajuti aspriasi yang ada, dengan
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kata lain aspirasi yang telalu beragam akan dikonversi menjadi tuntutan
yang memiliki kesamaan adanya kepentingan tersebut.

PKB dan fraksi dalam ranah ini memfasilitasi masyarakat pada kondisi
pandemi ini bekaitan dengan artikulasi dan agregasi kepentingan harus
mempunyai tanggung jawab lebih untuk menindaklanjuti proses serap
aspirasi. Sistem demokrasi yang terbuka dan transparan memberikan
peluang dan kesempatan untuk kebijakan publik (policy making), lebih
dikenal masyarakat dan akan dijadikan pijakan bahwa kebijakan publik
murni diperuntukkan rakyat. Untuk menjunjung tinggi penyerapan aspirasi
masyarakat maka dibutuhkan partisipasi dan penyampaian pendapat
terlebih kritis sehingga pendapat tersebut akan menjadi dialog yang menarik
yang tentunya menjadi sebuah kebijakan demi kepentingan masyarakat
(society oriented).

Kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat tentunya di
olah dan akan menjadi pembahasan dalam rapat di lembaga legislatif, perlu
diketahui bahwa dalam menjaring aspirasi masyarakat dengan menjalin
perannya berupa artikulasi kepentingan dan agregasikepentingan. Lembaga
legislatif khusunya dari fraksi PKB mensiasati dan menganalisa dampak
(impact) pandemi terhadap keberlangsungan masyarakat yang memberikan
pukulan keras terhadap aktivitas sehari-hari, maka PKB merupakan partai
yang sangat memperjuangkan kesejahteraan dan terpenuhinya hajat orang
banyak, sehingga PKB memberikan ikatan yang kuat terhadap masyarakat
khususnya konstituen anggota dewan fraksi PKB. Pemerintahan yang bagus
(good governance) merupakan pemerintahan yang menempatkan
kepentingan masyarakat dalam segala aspek dan tata kelola yang baik serta

dengan penunh tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa fraksi PKB merupakan tangan dari DPC PKB untuk penyaluran
aspirasi yang akan diperjuangakn di rapat paripurna, sebagai lembaga yang
berwenang (authorities) memiliki fungsi untuk mengeluarkan sebuah

kebijakan yang nantinya akan di implementasikan kepada masyarakat. DPC
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PKB Kabupaten Pasuruan sebagai partai yang memiliki kemenangan penuh
dan pengaruh besar di Kabupaten Pasuruan maka pemberian edukasi
protokol kesehatan atau kepada ke tokoh tokoh NU melalui beberapa

lembaga keagamaan :

a. Pondok Pesantren

Lembaga pondok pesantren merupakan suatu institusi pendidikan
keagamaan non formal untuk diberikan edukasi mengenai protokol
kesehatan. Akan tetapi, jika dilihat untuk penerapan protokol kesehatan
dilembaga ini masih kurang bisa menjadi acuan dikarenakan misal
menjaga jarak (social distancing) sulit di dalam dunia pesantren untuk
menerapkan protokol kesehatan karena pembejaran di pesantren
cenderung mengelompok dan berkumpul dalam suatu tempat. Untuk
mendukung dan menyetujui keinginan pesanteren diberikan pelayanan
gratis yaitu rapid antigen dan swab antigen untuk santri yang akan
kembali ke pondok pesantren.

kebijakan dari pemerintah melalukan rapid antigen dan swab
antigen untuk memutus penyebaran covd-19 di lingkungan pesantren.
Kedekatan pesantren, tokoh NU, dan DPC PKB Kabupaten Pasuruan
merupakan suatu kelebihan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin
adanya pandemi sehingga komunikasi yang dijalankan dapat berjalan
lancar dan optimal. Dengan melakukan pendekatan pendekatan ke
pondok pesantren memungkinkan akan terjalinnya sutatu komunikasi
yang baik untuk mendukung percepatan penanangan covid-19 di
kabupaten pasurua.

b. TPQ/Madin

Melihat lembaga legislatif dan eksekutif di Kabupaten Pasuruan
memiliki program mendukung madin dan TPQ menjadi institusi
keagaman non formal di pedesaan. Anggota dewan bersama Bupati dan
wakilnya menyetujui melalui surat edaran (SE) yang menyatakan
bahwa kegiatan penyelengaraan pembelajaran di madin dan TPQ harus

diterapkan protokol kesehatan di tambahi juga memerintahkan adanya
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satuan tugas (satgas) agar gugus tugas daerah segera tanggap untuk
melakukan penangganan ketika ada kondisi darurat.
c. Ormas Islam

Nahdatul ulama merupakan organisasi islam terbesar di indonesia
begitupun di Kabupaten Pasuruan, sebagai organisasi yang memiliki
pengikut 108 juta jiwa dari 229 juta masyarakat yang beragama islam.>
melihat pengaruh kuat NU di lingkungan masyarakat Kabupaten
Pasuruan DPC PKB memiliki inisiatif dan ini bukan pertama kali ini
merupakan sebuah tradisi dalam sebuah bentuk hormat PKB kepada
tokoh tokoh NU di Kabupaten Pasuruan. Fraksi PKB menggandeng dan
bekerja sama dengan NU untuk memberikan edukasi protkol kesehatan
yang sesuai dengan prosedur. Melalui NU DPC PKB vyakin
memberikan arahan terkait dengan bahaya pandemi yang dapat
merugikan masyarakkat nahdliyin.

Mengenai fraksi PKB yang ada di DPRD Kabupaten Pasuruan
mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu Bupati dan
Wakl bupati, apapun kebijakan yang dikeluarkan eksekutif berarti termasuk
bagian dari kebijakan PKB dapat dimaknai sebagai dukungan terhadap
program-program yang dijalankan oleh pemerintah terkait. PKB
menjunjung dan mengambil perjuangan partai sebagai prinsipnya untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Tala, menjujung tinggi kebenaran
dan kejujuran, menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi persatuan,
dan meningkatkan persaudaraan dan persatuan sesuai dengan nilai-nilai

islam Ahlussunnah wal jamaah.

Agregasi ini merupakan proses penting yang akan menjadi faktor
penentu apakah Kkeibijakan akan di setujui apa tidak sehingga
memungkinkan peran aktif partai dan fraksi untuk memperjuangkan aspirasi
yang disampaikan masyarakat. Perlu diketahui juga aspirasi ini bentuknya

beragam dan merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan

% https://portal.kominfo.go.id/berita/5293
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kebutuhannya terhadap pemegang kekuasaan power holder. Bahwasannya
pandemi ini memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap pola
kehidupan maka dari itu perlu adanya sinergitas pemerintah dan masyarakat
dalam memerangi covid-19 sehingga cepat berakhir dengan tatanan
kehidupan baru. Masyarakat melancarkan aspirasi dengan begitu banyak hal
ini wajar saja situasi pandemi covid-1. Akan tetapi, DPC PKB dan fraksi
tetap memperiotaskan pada penangganan covid-19 adan apabila ada
keseimbangan program program lain tetap berjalan, angggaran covid-19
merupakan anggaran yang paling banyak di anggota dewan melalui
recofusing penangganan covid-19.

Proses agregasi kepentingan yang dilakukan DPC PKB Kabupaten
Pasuruan selalu rutin mengajak interaksi mengenai apa yang menjadi
permasalahan di masyarakat, sesuai dengan koridor masing-masing, maka
hikmad DPC PKB Kabupaten Pasuruan mengeluarkan instruksi yang
bersifat mengikat baik DPC PKB sendiri, fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan
serta DPAC dan anggota fraksi untuk membangun komunikasi yang baik
dengan para Ulama, Kyai serta lembaga struktural NU beserta banomnya.
Adaupun bentuk pengkhidmatan yang harus dilakukan oleh PKB kepada
NU meliputi:

a. Dukungan program penguatan jamiyah NU dengan cara, PKB
memberikan dukungan terhadap program penguatan jam’iyah NU
dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan ke organisasian
infrastruktur serta informasi dan media.

b. Dukungan kepentingan program NU di pemerintah :

Dalam koteks ini ada dua hal yang menjadi fokus PKB dalam
memperjuangkan kepentingan program NU, di pemerintah: pertama
mengakomodasi kepentingan NU dalam kebijakan anggaran, kedua
mengakomodasi kepentingan NU untuk berperan aktif di dalam proses
pembahasan kebijakan politik baik melalui peraturan daerah, peraturan

bupati, adaupun langka yang harus ditempuh oleh PKB vyaitu :
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C.

1) PKB berkirim surat kepada NU terkait jadwal tahap pembahasan
RAPBD dengan harapan agar dapat membentuk tim kerja yang
dapat bersama-sama dengan fraksi PKB di dalam melakukan
pembahasan dan pencermatan terhadap kebijakan anggaran.

2) Hasil pembahasan dan perencanaan atas kebijakan anggaran adalah
merupakan tanggung jawab fraksi, akan tetapi memperjuangkan
sehingga dapat terakomodasi dan masuk dalam APBD dalam setiap
akhir tahun anggaran pada saat program legislasi daerah (prolegda)
telah ditetapkan PKB berkirim surat kepada NU, berisi laporan
informatif tentang program legislasi daerah ditetapkan dengan
melampirkan prolegda yang sudah ditetapkan guna mengambil
keputusan terkait dengan beberapa hal yang perlu dibahas bersama
dengan NU.

Dukungan pemberdayaan SDM NU
Sebagai bentuk perkhidmatan PKB kepada NU adalah mendukung

program NU dalam hal penempatan kader potensial NU pada pos
strategis di lingkungan pemerintah daerah baik di jajaran birokrasi
maupun diluar birokrasi. Oleh karena itu, PKB selalu memberikan
lapangan informatif kepada NU terkait informasi posisi strategis yang
kosong atau segera akan kosong sehingga dapat diupayakan untuk diisi
dengan kader potensial NU.

Membangun silaturahim yang harmonis anatara PKB dan NU
Salah satu faktor utama dalam upaya menghindari kesalahpahaman

adalah membangun kebersamaan demi terjalinnya komunikasi yang
itensif antara pimpinan PKB dengan NU, adaupun satu-satunya kunci
komunikasi intensif adalah silaturahim, oleh karenanya agar terbangun
sinergitas yang padu dan untuh antara PKB dengan NU dalam
memperjuangkan kebersamaan NU dan kejayaan ahlussunnah wal
jamaah amak tidak ada pilihan lain bagi PKB selain membangun sistem
relasi dan aktifitas silaturahim yang berkelanjutan.
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e. Kebijakan pemerintah daerah tekait pengembangan, pembinaan, dan
Pembangunan lembaga pendidikan di bawah naungan pondok
pesantren, TPQ dan Madrasah Diniyah yang secara afirmatif di
implementasikan dalam program WAKMUQIDIN (wayahe kumpul
mbangun TPD dan Madin). Serta penanganan covid-19 di lingkungan
pondok pesantren baik dalam bentuk pemenuhan sarana dan prasarana
protokol kesehatan, melatih dan mendidik kader kesehatan maupun
bantuan jaring pengaman sosial untuk tenaga pendidik di lingkungan
pesantren, TPQ dan Madin.

f. Pemberian hadiah mobil operasional, kendaraan operasional kepada
NU beserta banomnya baik yang sumbernya dari dana mandiri DPC
PKB maupun perjuangan anggota fraksi PKB melalui APBD
Kabupaten Pasuruan ataupun dari APBD propinsi melalu anggota fraksi
PKB DPRD Jawa timur. Adaupun dana hibah bangunan sebagai
berikut:

Tabel 4.9 Program Bhakti yang dilakukan DPC PKB Kabupaten

Pasuruan

Selesai direalisasikan Proses realisasi

Pembangunan kantor PC Muslimat | Pembangunan Graha PCNU
NU, Pembangunan kantor GP | Bangil, Pembangunan Gedung

Anshor  Kabupaten  Pasuruan, | STAIPANA Bangil,
pembangunan MWC NU | Pembangunan  PC  PMII
Gondangwetan, Purwosari, | Pasuruan, MWC NU,
Sukorejo, Prigen Purwodadi, Tosari, Krato, dan

Pembangunan ratusan TPQ,
Madin, MI, MTS yang berada

dalam naungan NU

Sumber : Sekretariatan DPC PKB Kabupaten Pasuruan

Proses agregasi kepentingan yang dilakukan PKB bagi peneliti sangat

maksimal di tengah merebaknya bahaya covid-19 akan tetap pelaksanaan
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dari penyerapan aspriasi hingga pelaksanaan kebijakan sangat harus
diperjuangkan dan merupakan khidmat PKB untuk membangun negeri.
Berbagai pendekatan pendekatan yang telah dilakukan hingga sampai
dengan prose pembuatan kebijakan, kebijakan yang akan disahkan terlebih
dahulu yaitu anggaran yang di poskan untuk suatu kebijakan melaui rapat
paripurna yang di selengarakan. Dengan menggandeng dan bekerjasama

dengan NU dapat meingkatkan citra partai di kalangan masyarakat.

Kedekatan PKB dan NU ibarat seperti saudara kandung yang tidak bisa
dipisahkan dan juga terlibatnya Kyai dan ulama dalam proses artikulasi
kepentingan dan agregasi kepentingan yang hanya sebatas pada landasan
formal tidak lebih jauh sampai pada formulasi kebijakan sangat dibutuhkan
karena sesuai dengan garis garis perjuangan PKB. PKB yang lahir dari para
pendiri pendiri dan ulama NU selalu melibatkan dalam segala hal yang
menyangkut kaum nahdliyin di sinilah akan tumbuh sinergitas untuk antar
keduanya dalam memberikan kontorbusi yang baik untuk seluruh lapisan

masyarakat

. Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Fungsi
Artikulasi dan Agregasi Kepentingan DPC Partai Kebangkitan Bangsa
Kabupaten Pasuruan pada masa pandemi covid-19

Dalam proses sebuah artikulasi dan agregasi kepentingan dapat diketahui
banyak beragam faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam
sebuah proses kedua fungsi partai tersebut, seperti pada penelitian ini
menunjukkan bahwa peneliti akan menjelaskan dan memaparkan yang
mendukung dan semua itu bisa dikelola dengan baik oleh DPC PKB
Kabupaten Pasuruan, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam
proses artikulasi dan agregasi kepentingan.untuk mengenai faktor-faktor
menghambat dan mendukung dalam proses artikulasi dan agregasi

kepentingan:
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a) Faktor Penghambat

Melekatnya faktor-faktor yang menjadi penghambat proses artikulasi
dan agregasi kepentingan merupakan sebuah hal yang biasa dan dianggap
sebuah kewajaran dalam proses tersebut. Maka, dibutuhkan kerja keras
dan keseriusan dari DPC PKB untuk mengimplementasikan proses
tersebut. Di masa pandemi ini dapat dilihat dalam segala hal hambatan
selalu ada dan yang dapat di pahami proses proses partai politik dibatasi
untuk mengurangi penyebaran covid-19. Proses dari hambatan ini hasil
di dukung dengan wawancara pihak pihak yang berkaitan :

“Untuk pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat kita batasi dan
memang harus mematuhi standar proktolo kesehatan,  apaagi
hambatam yang paling dominan adalah kurang kesadarn masyarakat
untuk menerapkan protokol kesehatan, ketika satgas covid-19
melakukan terjun ke lapangan untuk membagikan atribut protokol
kesehatan berupa masker, hand sanitizer, dan pemberian sembako ke
masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.”

Sebagai partai bagian dari pemerintah PKB turut aktif dalam
mengemban fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan terdapat
hambatan dalam prosesnya merupakan suatu hal yang sangat diperlukan
untuk mengevaluasi fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan adaupun

hambatah hambatan tersebut sebagai berikut:

1) Recofusing

Recofusing merupakan anggaran yang dipergunakan untuk
upaya penangganan covid-19 hal ini sudah tertuang dalam surat
edaran Kementerian Keuangan. Recofusing ini juga sangat
berdampak pada program program di DPRD Kabupaten Pasuruan
khusunya fraksi PKB, dalam aturan ini program kerja memiliki
anggaran yang seperti biasanya dikurangi untuk pencegahan dan
penangganan covid-19. program tetap jalan akan tetapi
maksimalisasi akan sangat berkurang ketika program dijalankan
dengan adanya recofusing ini diharapkan fraksi PKB tetap

melaksanakan kinerja dengan sebaik mungkin meskipun hambatan
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hambatan ini sangat memberikan pukulan keras. Untuk memerangi
pandemi recofusing sangat perlu untuk pembiayaan pencegahan dan
penangganan covid-19.

Hal ini ditambah juga dengan adanya Bantuan tak terduga yang
memfokuskan pada pemberian kepada fakir miskin dan korban
terdampak bencana alam. Anggaran dana dari recofusing yang
difokuskan pada penangganan covid-19 dibagi juga dengan
pemberian untuk bantuan tak terduga dengan klasifisikasi tertentu.
Anggaran di dalam DPRD Kabupaten Pasuruan mayoritas dialihkan
untuk penanganan covid-19 sehingga program kerja dari DPRD
Kabupaten Pasuruan terhambat dan anggaran di potong beberapa hal
ini akan memperlambat program kerja yang sudah di tetapkan.

2) Sosialisasi Program dan penjaringan aspirasi yang belum merata

DPC PKB pada tanggal 7 maret 2021 telah melakukan

musyawarah cabang (muscab) yang dilakukan untuk meregenerasi
dalam pelaksanan kepengurusan didalam internal PKB
mewujudkan penyegaran kembali di dalam DPC PKB Kabupaten
Pasuruan. Setelah pelaksanaaan muscab penyusunan program yang
menjangkau semua lapisan masyarakat agar masyarakat
mengetahui bahwa kehadiran PKB dapat diterima di masyarakat.
Program-program yang disusun ini belum semua di
implementasikan untuk kepengurusan 2021-2026, karena adanya
pandemi yang memaksa kegiatan ada pembatasan keamanan dan
ketertiban masyarakat (kamtibmas)dan terutama ditiadakan terlebih
dahulu.

Penyerapan aspirasi yang belum maksimal dan paling utama
adalah ketika masa reses, akan tetapi di masa reses juga tidak dapat
menjangkau semua lapisan masyakat secara keseluruhan akan tetapi
melalui perwakilan yang di tunjuk sebagai koordinator. PKB
berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik

kepada masyarakat, peneliti menilai bahwa penyerapan aspirasi
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yang terserap kurang maksimal dikaenakan ada beberapa sebab
pandemi covid-19 yang mengharuskan kegiatan yang menimbulkan
potensi kerumunan untuk ditiadakan terlebih dahulu.

b) Faktor pendukung

Selain faktor penghambat dalam sebuah artikulasi dan agregasi
kepentingan ini ada faktor yang mendukung pelaksanaan kedua
fungsi tersebut untuk mendorong tercapainya penyerapan aspirasi,
sehingga ada tindak lanjut yang mampu melahirkan kebijakan baru
dalam tatanan masyarakat. Tujuan dilakukannya implementasi
artikulasi dan agregasi kepentingan adalah untuk menyerap secara
penuh dan menampung aspirasi dan diperjuangan oleh partai melalui
lembaga legislatif dari Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Pasuruan.
Dalam rangka mendukung percepatan penangganan terhadap adanya
pandemi covid-19, Fraksi PKB berusaha dan memperjuangkan
aspirasi konstituen atau basis pemilih dan memperjuangkan
kepentingan masyasrakat melalui partai sebagai wadah untuk diskusi
dan forum musyawarah maupun sebagai alat perjuangan untuk
memperjuangkan kepentingan publik.

DPC PKB Pasuruan dan Fraski PKB selaku pemangku
kepentingan (Stakeholder) selalu berkomunikasi terkait dengan
apapun yang berkaitan dengan keduanya sehingga hal ini menjadi
dukungan utama dalam keberlanjutan sebuah sistem politik. hal ini
jika di untungkan dengan kolaborasi antara partai dan fraksi untuk
ikut turut serta dalam penyerapan aspirasi adaupun faktor faktor
pendukung dalam upaya implementasi artikulasi dan agregasi
kepentingan:

1) Meningkatnya daya nalar dan kritis masyarakat
Melihat perkembangan masyarakat yang memiliki pemikiran
yang lebih terbuka dan modernisasi pengetahuan dengan di
dukung pemanfaatan tenknologi sehingga masyarakat

dimudahkan dengan transformasi teknologi khususnya media
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2)

sosial. Dengan adanya kritisi terhadap sebuah kebijakan dan
upaya penyampaian aspirasi dengan aktif serta partisipatif,
langkah ini merupakan hal yang sangat bagus di tengah tengah
masyarakat. Untuk memperbaiki dan  memberdayakan
masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang
tertuang dalam Undang-undang 1945.

PKB mempunyai media center yang dapat dimanfaatkan
sebagai sebuah wadah untuk sosialisasi program —program yang
dicapai dan yang sedang akan djalankan. Kemampuan
masyarakat dalam mengakses sebuah informasi juga meningkat
ditandai dengan adanya melek teknologi, dan semakin kritisnya
dalam mengkritik dan berpendapat terhadap sebuah kebijakan.
Adaupun, sikap kritis masyarakat juga dapat dilihat dari
penyampaian aspirasi yang tujuannya untuk menjadikan
kebijakan lebih baik kedepannya. Pemerintah Kabupaten
Pasuruan terus meningkatkan penguatan sumber daya manusia
(SDM) khusunya kalangan anak muda atau millenial yang dapat
membantu dan mensukseskan program pemerintah. maka di
setiap kebijkan selalu ada celah dan kekurangan(Stakeholders)
selaku dari pemangku kebijakan ini harus terlibat penuh dalam
menggerakan generasi muda.

Peran Kyai dan Ulama NU di lingkungan Masyarakat

Kyai merupakan sebuah pimpinan elit di lingkungan
keagamaan, NU sangat menjunjung tinggi sosok kyai. Kyai
mempunyai peran dan pengaruh besar khusunya di Kabupaten
Pasuruan yang mayoritas tradisional jawa dan campuran madura
sehinga kedua etnis tersebut sangat loyal tehadap kyai. PKB yang
merupakan partai yang lahir dari NU dan lahir dari pendiri-
pendiri kyai dan pengurus NU sangat menghormati khusus
kepada kyai, tanpa adanya kyai kehidupan masyarakat akan

kurang lebih terarah dalam hal keagamaan.
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3)

Melihat struktur kepengurusan DPC PKB Pasuruan Dewan
Musytasar sebagai penasehat organisasi maka peran kyai sangat
penting dalam sebuah masyarakat dan mampu mengarahkan
masyarakat untuk kemaslahatan bersama. Penyerapan aspirasi
yang tanpa melibatkan kyai pada musyawarah akan terasa kurang
maksimal mekispun kyai hanya sebatas badan penasehat dalam
sebuah struktur organisai DPC PKB Pasuruan. Peneliti
menaganalisa bahwa kedekatan NU dan PKB merupakan bukan
hal yang baru akan tetapi ini merupakan serangkaian PKB
mengenang jasa jasa para kyai terdahulu dan menjadi sebuah
kewajiban untuk patuh atau dalam bahasa jawa (manut) Kkyai.
Pandangan relasi NU dan politik memang tidak dapat dipisahkan
sehingga PKB harus terus menjalin hubungan baik dan
silaturahim terhadap kyai-kyai di Kabupaten Pasuruan.

Pola Relasi DPC PKB dan Fraksi PKB

Hubungan DPC PKB Pasuruan dengan Fraksi PKB harus
dikuatkan untuk memperkuat satu komando dengan tujuan yang
sama untuk mengabdi bangsa dan negara melalui komunikasi
yang terjalin dengan baik. Peneliti mengetahui pengaruh Fraksi
PKB di dalam lembaga lesgilatif sangat besar sehingga ini akan
berdampak pada persetujuan untuk sebuah pembuatan kebijakan.
DPC PKB Pasuruan selalu melakukan koordinasi dengan
beberapa hal terutama pada fungsi artikulasi dan agregasi
kepentingan masyarakat. Semua anggota dewan berhak
mengajukan aspirasi yang ditampung oleh dewan untuk di
perjuangkan di rapat paripurna.

Faktor pendukung ini menjadi hal yang sangat penting untuk
memperkuat sistem kepartaian dan proses artikulasi dan agregasi
kepentingan fraksi PKB di DPRD Kabupaten Pasuruan.
Hubungan yang terjalin baik ini tetap terjalin dan selalu dijaga

untuk memantapkan peran PKB khususnya di masyarakat.
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Sebagai dasar untuk melakukan penyerapan aspirasi atau
artikulasi kepentingan yang dilakukan DPC PKB ataupun fraksi
dimasa reses kemudian ditindaklanjuti oleh fraksi untuk disahkan
menjadi sebuah kebijakan. Untuk menguatkan sistem kepartaian
yang berkualita. DPC PKB dan Fraksi menjalin hubungan baik
dengan NU dengan tujuan hikmad kepada NU dan kyai sebagai
pusat sentral keagamaan dipedesaan. Langkah kongkrit yang
dijalankan ini akan membuahkan hasil untuk modal yang akan
datang khususnya kepercayaan terhadap kyai dan masyarakat
meningkat dalam tingkat kepercayaan terhadap partai.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pertama, pada proses artikulasi dan agregasi kepentingan yang dilakukan
olen DPC PKB Kabupaten Pasuruan di masa pandemi covid-19 dapat
dikatakan terselenggara dengan baik meskipun ada beberapa hal yang kurang
maksimal dalam pelaksanannya. Penerapan artikulasi dan agregasi
kepentingan menjadikan fungsi yang sangat penting dalam menjembatani
kepentingan masyarat, serap aspirasi yang dilakukan olen DPC PKB
Kabupaten Pasuruan. Implementasi artikulasi tersebut melahirkan ada tiga
pendekatan yaitu artikulasi dilakukan secara partisipasi oleh rakyat disebut
popular space (ruang rakyat), artikulasi dilakukan secara aktif oleh pemerintah
dan parlemen dengan segmen masyarakat atau deliberative space (ruang
musyawarah),artikulasi dilakukan dengan masa reses pertemuan dengan basis
pemilih (konstituen). Adaupun agregasi kepentingan untuk menindaklanjuti

apsirasi yaitu dengan melaksanakan rapat koordinasi bidang dan evaluasi

Kedua, pelaksanan artikulasi dan agregasi kepentingan di masa pandemi
covid-19 menemui beberapa hambatan dan dukungan sehingga proses tersebut
cenderung berubah dikarenakan kondisi hal tertentu. Hambatan terhadap
adanya artikulasi dan agregasi kepentingan adalah recofusing untuk
penanganan covid-19, sosialisasi program dan penjaringan aspirasi yang belum
merata hal ini dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Pasuruan. akan tetapi,
PKB dan fraksi selalu akan menjaring aspirasi yang lebih luas lagi untuk
mendapatkan aspirasi yang secara beragam di tengah pandemi covid-19,
dukungan terjadi ditemukan dengan adanya DPC PKB dengan ulama, kyai dan
NU merupakan gabungan yang istimewa di masa pandemi covid-19 sebagai
kelompok kegaamaan yang memberikan edukasi terhadap masyarakat mealui

tokoh tokoh yang ada.
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B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran serta
rekomendasi terhadap DPC PKB Kabupaten Pasruan untuk selalu dalam
menjaring aspirasi mayarakat dengan secara keseluruhan di masyarakan dan
mengerahkan badan badan otonom di tingkar kecamatan hingga desa dan
dusun agar proses penyerapan tidak hanya mengandalkan dari pada proses
reses. Peneliti melihat proses penjarringan aspirasi yang dilakukan DPC PKB
Kabupaten Pasuruan dengan berbagai pendekatan ini sudah sangat efektif akan
jauh lebih baik lagi untuk di tingkatakan koordinasi di tingkat bawah, dalam
situasi pandemi ini proses artikulasi da agregasi menuai tantangan dan pelu
kerja keras mak dari itu partisipasi dan keaktifan anggota dalam partai harus
dimaksimalkan penuh untuk membantu masyarakat dalam upaya pencegahan
covid-19.
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